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ABSTRAKSI

Kehidupan masyarakat dewasa ini serba komplek sekali dan gejolak sosial
dimasyarakat berkembang sangat pesat sekali dengan beraneka ragam macamnya,dan
begitu pula masalah yang timbul dari penerapan hukum yang berlaku didalam kehidupan
bermayarakat yang terdiri dari berbagai macam status sosial dan karakter individu dengan
segala kepentingannya.

Warga negara Indonesia yang merupakan negara hukum mempunyai hak dan
kewajiban yang sama dimata hukum , oleh sebab itu siapa saja mempunyai hak yang
sama untuk mendapat perlindungan dari apapun yang mengancam haknya.

Perkara atau sengketa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat khususnya
perkara perdata yang telah diajukan ke meja hijau (Pengadilan) dan menggunakan alat
bukti yaitu saksi. Hal itulah yang menjadi gambaran permasalahan dan latar belakang
yang akan dibahas oleh penulis. Dimana penulis menuangkanya dalam bentuk skripsi
yang berjudul “ ALAT BUKTI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PERKARA
PERDATA  ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.
146/Pdt.G/1998/PN.Bks. Tgl 02 Maret 1999 )

Penulisan skripsi ini agar mengandung kebenaran yang merupakan syarat karya
ilmiah, maka digynakan metode penulisan berupa pendekatan masalah, sumber data,
metode pengmpulim data, dan analisa data. Dimana data-data yang diperoleh dianalisa
dengan menggunakan metode diskriftif kualiltatif, yaitu metode untuk memperoleh
gambaran satu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka melainkan
didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan
permasalahan hukum yang dibahas.

Kesaksian yang diberikan oleh seseorang didepan pengadilan haruslah berupa
kasaksian yang memang benar ia alami, den gar dan lihat sendiri, bukan dari orang lain
atau pendapatnya sendiri. Orang yang dapat bertindak sebagai saksi haruslah telah
memenuhi syarat yang telah diatur oleh Undang-undang vang berlaku schingga
kesaksiannya itu mempunyai nilai pembuktian yang cukup sebagai alat bukti dan

memeberikan keadilan bagi semua pihak.

xl1i
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L1 Latar belakang

Hukum bukanlah semata-mata sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat
atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Dapatlah
dikatakan, bahwa setiap orang melaksanakan hukum. Setiap hari kita
melaksanakan hukum. Bahkan seringkali tanpa disadari kita melaksanakan
hukum. Jadi pelaksanaan hukum bukanlah monopoli orang-orang tertentu saja
seperti sarjana hukum, pejabat atau penegak hukum.

Pelaksanaan hukum materiil, khususnya hukum materiil perdata,
dapatlah berlangsung secara diam-diam diantara para pihak yang bersangkutan
tanpa melalui pejabat atau instansi resmi. Akan tetapi sering terjadi, Bahwa
hukum materiil perdata itu dilanggar, yang mengakibatkan adanya pihak yang
dirugikan sehingga terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam
masyarakat. Didalam hal ini maka hukum materiil perdata yang telah dilanggar itu
haruslah dipertahankan atau ditegakan.

I-Iizkum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur
bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan
perantaraan hakim, dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan
hukum yang menentukan caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.
Lebih kongkret lagi dapat katakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang
bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan
pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan dalam hal ini tidak lain adalah
tindakan yang bertujuan memperolch perlindungan hukum yang diberikan oleh
pengadilan untuk mencegah “eigenrichting” atau tindakan menghakimi sendiri.
Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak
sesual dengan keinginannya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa

persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan
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kerugian. Oleh karena itu tindakam menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan
dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.

Kehidupan masyarakat sehari-hari tidak lekang dihadapkan pada
istilah-istilah bukti, alat bukti dan pembuktian. Misalnya A mendakwa B (tidak
dalam arti yuridis) mengambil uang, tentu saja B akan menjawab mana buktinya
dan bahkan siapa saksinya? Apalagi alat bukti dan pembuktian ini terjadi dalam
suatu persidangan perkara, baik perkara pidana, perdata ,tata usaha negara ataupun
dalam persidangan pengadilan agama, maka acara pembuktian menempati posisi
penting dari jalannya peradilan atau persidangan tersebut. Hakim dalam
menjatuhkan putusan atau vonis akan selalu berpedoman pada hasil pembuktian
ini.

Pembuktian seperti tersebut diatas salah satu alat bukti yang
digunakan dalam persidangan adalah saksi, hal tersebut menuli;jukan bahwa
keberadaan seorang saksi mempunyal peranan yang sangat penting, karena
sebelum terdakwa diperiksa maka saksi terlebih dahulu yang diperiksa.

Suatu alat pembuktian dengan saksi pada umumnya baru digunakan
apabila alat pembuktian dengan tulisan tidak ada dan atau pembuktian dengan
tulisan tersebut tidak cukup. Yang dimaksud dengan alat pembuktian dengan saksi
itu adalah kesaksian, kesaksian itu merupakan alat pembuktian yang wajar dan
penting pula, karena sudah sewajarnya dalam pemeriksaan suatu perkara
dipersidangan diperlukan keterangan dari pihak ketiga yang mengalami peristiwa
tersebut. Bukan dari pihak yang berperkara.dengan demikian keterangan yang
dikemukakan oleh saksi itu harus hal-hal tentang peristiwa atau kejadian yang
dilihat atau dialami sendiri. Seseorang yang melihat atau mengalami sendiri
kejadian itu memang ada yang dengan sengaja diajak untuk menyaksikannya,
akan tetapi ada juga yang hanya kebetulan saja.

Hal tersebut diatas menjelaskan bahwa saksi tidak begitu saja
memberikan keterangan bahwa ia mengetahui suatu kejadian dengan tanpa
memberikan alasan-alasannya mengapa ia tahu. Kekuatan pembuktian yang
diberikan melalui kesaksian seseorang terhadap suatu kejadian yang diperkarakan

didalam persidangan itulah yang menjadi gambaran permasalahan sekaligus latar
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belakang dari masalah yang akan penyusun bahas dimana penyusun akan
menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul:

ALAT BUKTI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PERKARA
PERDATA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.
146/Pdt.G/1998/PN Bks. Tgl 02 Maret 1999 ).

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan skripsi ini adalah bidang hukum perdata, yaitu.
Alat Bukti Kesaksian diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR , 1895 dan 1902-
1912 BW. Selanjutnya hanya pada pengkajian dan analisis tentang kekuatan
pembuktian yang menggunakan alat bukti saksi terhadap suatu perkara yang

sudah diputuskan oleh Lembaga Pengadilan Negeri. ‘

1.3 Rumusan Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan
permasalahan sebagai berikut

1. Apasajakah yang menjadi hak dan kewajiban saksi terkait dengan

keberadaannya sebagai alat bukti ?

2

Siapakah orang yang dapat menjadi saksi didalam maupun diluar persidangan

serta kekuatan pembuktian?

w

. Bagaimanakah seorang saksi dapat mengundurkan diri?

1.4 Tujuan Penulisan
Penyusunan skripsi ini mempunyali tujuan yang dapat diklasifikasikan
menjadi 2 (dua), yaitu :
1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi 1ni
adalah :
I. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember.
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2. Untuk memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran baik itu kepada
pemerintah, praktisi hukum, akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam
bidang ilmu hukum. I

3. Untuk menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh, dalam membantu
mewujudkan masyarakat yang aman dan tentram serta berkeadilan

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:
1. Untuk mengkaji dan mengetahui hak dan kewajiban saksi terkait dengan

keberadaannya sebagai alat bukti.

o

Untuk mengkaji dan mengtahui siapa saja orang yang dapat menjadi saksi
didalam maupun diluar persidangan serta kekuatan pembuktiannya
3. Untuk mengkaji dan mengetahui bagaimanakh seorang saksi dapat

mengundurkan diri. %

1.5 Metode Penulisan

Suatu penyusunan karya ilmiah agar mempunyai nilai ilmiah, maka harus
digunakan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu usaha terhadap
kebenaran ilmiah yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis (M.Nizar,
1988:42).

Penyusunan skripsi ini agar mengandung kebenaran yang merupakan
syarat karya ilmiah, maka digunakan metode penulisan berupa pendekatan

masalah, sumber data, metode pengumpulan data dan analisa data.

1.5.1 Pendekatan Masalah
Membantu masalah tersebut di atas, metode pendekatan masalah yang
digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif bisa

dijelaskan lebih lanjut yaitu

* Pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan
pendapat-pendapat para sarjana hukum terutama yang berhubungan dengan
permasalahan” (Soemitro, 1985:24)”.
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Metode pendekatan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis
normatif yaitu dengan cara mengamati dan mengkaji berbagai macam aturan
hukum yang berlaku baik bersifat formal seperti undang-undang maupun aturan-
aturan yang timbul dari praktek hukum sehari-hari terutama berasal dari praktek
perkara perdata.

Pendekatan tersebut dibandingkan dengan pertimbangan hukum dari
hakim yang diperoleh dari membaca putusan-putusan pengadilan dan mengkaji
pokok-pokok pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan

yang ditunjuk yang erat kaitannya dengan pokok materi.

1.5.2 Sumber data
Sumber data yang digunakan adalah sumber data sckunder,!yaitu £

“Sumber data yang tertulis yang diperoleh dengan melakukan penelitian
kepustakaan yaitu dari literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen
yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti (Soemitro, 1988:20).

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri
dari :
a. Bahan hukum primer, yang memuat peraturan-peraturan hukum positif baik
yang bersifat materiil maupun formal (Hukum Acara Perdata). _
b. Bahan hukim sekunder, yang memuat pendapat, ajaran dan anggépa.n para
ahli hukum yang tercantum dalam karya ilmiah mandiri maupun berupa

artikel-artikel lepas yang termuat dalam majalah hukum.

1.5.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah:
a. Studi Dokumentasi
Yaitu kajian dokumen negara dalam hal ini berupa putusan Pengadilan
Negeri Bekasi No. 146/Pdt.G/1998/PN.Bks.
b. Studi Kepustakaan

Sebagai suatu kajian ilmiah adalah studi literatur. Studi literatur
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merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku
literatur, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang

terkait dengan permasalahan.

1.5.4 Analisa Data

Data-data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode
deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh gambaran suatu
permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka melainkan didasarkan atas
suatu peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan
permasalahan yang dibahas. Agar diperoleh hasil analisa data yang baik maka
digunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu metode analisa yang berangkat
dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadiqn yang khusus.
Dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari penﬁasalahan yang
bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus (Ronny Hanitijo
Soemitro, 1990:98).
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FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pembahasan skripsi ini berdasarkan suatu fakta, bahwa telah terjadi suatu
sengketa antara Lisa Setia Budi SH, seorang karyawati yang beralamat di Jalan
Kramat Jaya Blok D II No. 51 C Jakarta Pusat, telah mengajukan gugatan
terhadap Agustinus Tjahyo Mulyo, yang bekerja sebagai wiraswastawan dan
beralamat di perumahan Harapan Jaya II Blok. F No. 170 Rt.17/03, Kelurahan
Margamulya, Kecamatan Bekasi Selatan Kodya Bekasi.

Antara Lisa Setia Budi SH. Sebagai penggugat Dengan A\gustinus Tjahjo
Mulyo sebagai tergugat telah melangsungkan pernikahan sekitar. tahun 1989 di
gereja dan di catatkan pada kantor pencatatan sipil DKI Jakarta ﬂpada tanggal 4
Maret 1991. Dari perkawinan tersebut telah menghasilkan seorang anak- laki-laki
bernama Samuel Yudianto, yang lahir di Jakarta pada tanggal 7 April 1991. Dan
selama perkawinan itu berlangsung telah diperoleh harta bersama belrupa sebidang
tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal di atasnya yang terletak di
Perumahan Harapan Jaya, Blok V NO. 170 RT 17/03, Kelurahan Margamulya,
Kecamatan Bekasi Selatan, Kodya Bekasi, yang dicatatkan atas naria Hanna
Tyahyo Mulya yang merupakan kakak kandung dari Agustinus Tjahjo Mulyo.

Harta bersama tersebut yang terdiri dari sebidang tanah berikut bangunan
rumah tempat tinggal diperoleh penggugat dengan tergugat dengan cara, bahwa
sebelum membentuk rumah tangga atau perkawinan, pada tahun 1988, tergugat
telah menyarankan dan disetujui dengan penggugat supaya membeli sebuah
rumah tempat tinggal secara kredit dan atas saran tergugat supaya surat sertifikat
hak milik rumah tersebut diatasnamakan kakak kandung tergugat dengan tujuan
untuk mempermudah perolehan rumah tersebut. Setelah rumah tersebut diperoleh
dan sampai tergugat dan penggugat belum melangsungkankan perkawinan, segala
kewajiban yang timbul atas rumah tersebut sclalu di tanggung oleh penggugat

sendiri. Dan sejak penggugat membentuk rumah tangga dengan tergugat, rumah
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tersebut langsung di tempati bersama dan segala kewajiban yang timbul atas
rumah tersebut ditanggung oleh penggugat dan tergugat.

Keutuhan rumah tangga yang telah dibina oleh penggugat dan tergugat,
teryata tidak dapat dipertahankan karena sikap dan perilaku tergugat tidak
menunjukan itikad baik sebagai bapak dan kepala rumah tangga, baik terhadap
istri maupun terhadap anak, yang beda akhirnya berakhir dengan perceraian. Sejak
perkawinan itu putus karena perceraian rumah tersebut dikuasai oleh tergugat dan
pajaknya telah dibayar serta diatasnamakan oleh tergugat itu sendiri, karena
perceraian yang telah terjadi maka konsekuensi hukum yang telah disepakati
bersama seharusnya dibagi rata antara penggugat dan tergugat.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, dengan 1ni
penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi supayay memutuskan
perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan atas tanah berikut rumah
indentitas sebagaimana disebutkan di atas:

3. Menyatakan tanah berikut rumah di atasnya adalah merupakan harta
bersama yang belum pernah di bagi; '

4. Menyatakan menurut hukum, bahwa atas harta bersama fersebut pengugat
dan tergugat memperoleh bagian yang sama;

5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan setengah dari harta bersama
tersebut atau setengah dari nilai hasil penjualan;

6. Menghukum turut tergugat tunduk terhadap putusan ini:

7. Menghukum tergugat dan turut tergugat untuk membayar biaya perkara.

Hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu,dihadiri oleh pihak-
pihak yang berpekara, penggugat diwakili kuasanya Nembang Saragih SH. Dan
kawan-kawanya bersdasarkan surat kuasa bertanggal 24 Agustus 1998 dan
tergugat serta turut tergugat diwakili oleh kuasanya Richard Suwondo biasa SH,
berdasarkan surat kuasa bertanggal 15 September 1998. Majleis hakim Pengadilan
Negeri Bekasi telah mengusahakan perdamaian antara mereka yang berpekara

tetapi tidak berhasil.
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II Dalam Pokok Perkara:

1.
2

Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

Menyatakan sita jaminan atas tanah yang dimaksud, adalah sah dan
berharga;

Menyatakan tanah dan rumah tersebut adalah harta bersama dari
penggugat dan tergugat yang belum pernah dibagi;

Menyatakan menurut hukum, penggugat dan tergugat memperoleh bagian

yang sama atas harta tersebut;

. Menghukum tergugat untuk menyerahkan setengah dari harta tersebut

dalam bentuk uang menurut harga yang berlaku saat penyerahan kepada
penggugat atau setengah harga dari nilai jualnya;

Menghukum turut tergugat untuk tunduk terhadap putusan iqi;
Menghukum tergugat dan turut tergugat untuk membaya‘:r_ yang sampai
pada hari berjumlah Rp. 298. 000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu

rupiah).

2.2 Dasar Hukum

Alat bukti yang berupa kesaksian diatur melalui pasal 139-152 ,pasal 168-

172 HIR dan pasal 1895-1912 BW yang bunyinya sebagai berikut :
Pasal 139

(1) Jika penggugat atau tergugat hendak meneguhkan kebenaran tuntutannya

dengan saksi-saksi, akan tetapi oleh sebab mereka tidak mau menghadap
atau oleh sebab hal lain tidak dapat dibawa menerut yang ditentukan pada
pasal 121, maka pengadilan negeri akan menentukan hari persidangan
kemudian, pada waktu mana akan diadakan pemeriksaan serta
memerintahkan supaya saksi-saksi yang tidak mau menghadap
persidangan dengan rela hati dipanggil oleh seorang pejabat yang
berkuasa menghadap pada sidang hari itu.

(2) Panggilan serupa itu dijalankan juga kepada saksi-saksi yangt mesti

didengar oleh pengadilan negeri, menurut perintah oleh karena
jabatannya.
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Pasal 140

(1) Jika saksi yang dipanggil demukian itu tidak datang pada hari yang
ditentukan itu, maka dihukum oleh pengadilan negeri membayar segala
biaya yang dikeluarkan dengan sia-sia itu.

(2) la akan dipanggil sekali lagi atas ongkos sendiri.

Pasal 141

(1) Jika saksi yang dipanggil kedua kalinya itu tidak juga datang maka ia
dapat dihukum buat kedua kalinya membayar biaya yang dikeluarkan
dengan sia-sia itu, dan akan mengganti kerugian yang terjadi pada kedua
belah pihak oleh karena ketidak datangannya itu.

(2) Kemudian ketua dapat memerintahkan, supaya saksi yang tidak datang itu
oleh pegawai umum dibawa menghadap pengadilan negeri untuk
memenuhi kewajibannya.

Pasal 142

A
Jika saksi yang tidak datang itu membuktikan, bahwa ia tidak datang memenuhi
peengadilan karena sebab yang sah, maka setelah diberi keterangannya itu, ketua
wajib menghapus hukuman yang dijatuhkan padanya.

Pasal 143

(1) Tidak seorang pun yang dapat dipaksa datang menghadap pengadilan
negeri untuk memberi kesaksian di dalam perkara perdata, jika tempat
diamnya atau tempat tinggalnya di luar keresidenan, tempat kedudukan
pengadilan negeri itu.

(2) Jika saksi yang demikian itu dipanggil, tetapi tidak datang mak1 ia tidak
dapat dihukum karena itu, tetapi pemerilksaan diserahkan kepada
pengadilan negeri dalam daerah hukumnya saksi itu diam atau tinggal; dan
majelis itu wajib dengan segera mengirimkan surat pemberitaan
pemeriksaan itu.

(3) Perintah yang demikian itu dapat juga diberikan dengan tidak memanggil
saksi itu lebih dahulu.

(4) Surat pemberitaan pemeriksaan itu dibacakan dalam persidangan.

Pasal 144

(1) Saksi yang menghadap pada hari yang ditentukan itu dipanggil kedalam
seorang demi scorang.

(2) Ketua menanya namanya, pekerjaannya, umurnya, dan tempat diam atau
tinggalnya, lagi pula apakah mereka itu berkeluarga sedarah dengan kedua
belah pihak atau salah satu daripadanya, atau karena berkeluarga semenda,
dan jika ada, berapa pupu, dan apakah mereka makan gaji atau jadi bujang
pada salah pihak.
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Pasal 145

(1) Sebagai saksi tidak dapat didengar:

le. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut
keturunan yang lurus;

2e. Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;

3e. Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima
belas tahun;

4e. Orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang.

(2) Akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat
ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang
keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan.

(3) Hak mengundurkan diri memberi kesaksian dalam perkara tersebut dalam
ayat di atas ini tidak berlaku untuk orang-orang yang disebutkan pada
pasal 146 kesatu dan kedua.

(4) Pengadilan negeri berkuasa memeriksa di luar sumpah anak-anak yang
tersebut di atasa tadi atau orang gila yang terkadang-kadang memunyai
ingatan terang, tetapi keterangan mereka hanya dapat di pandang semata-
mata sebagai penjelasan.

Pasal 146

(1) Untuk memberikan kesaksian dapat mengundurkan diri:
le. Saudara laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan
dari salah pihak.
2e. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki
dan perempuan dari laki atau istri salah pihak.
3e. Semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang
sah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata hanya
mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.
(2) Tentang benarnya tidaknya keterangan orang atau tidak, yang diwajibkan
menyimpan rahasia itu terserah pada pertimbangan pengadilan negeri.

Pasal 147

Jika tidak diminta mengundurkan diri, atau jika penolakan inbi dianggap tidak
beralasan buat memberi kesaksiaannya, maka sebelum saksi itu memberi
keteranggannya, ia lebih dahulu disumpah menurut agamanya.

Pasal 148

Jika diluar hal tersebut pada pasal 146, seorang saksi menghadap di persidangan
dan enggan di sumpah, atau enggan memberi keterangannya, maka atas
permintaan yang berkepentingan, ketua dapat memberi perintah, supaya saksi itu
disanderakan sampai saksi itu memenuhi kewajibannya.
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Pasal 150

(1) Kedua belah pihak akan memajukan pertanyaan yang akan dipertanyakan
kepada saksi melalui ketua.

(2) Jika di antara pertanyaan itu ada yang ditimbang pengadilan negeri tidak
mengenai perkara itu, maka pertanyaan itu tidak ditanyakan kepada saksi.

(3) Hakim dapat memajukan segala pertanyaan kepada saksi dengan maunya
sendiri yang ditimbangnya berguna untuk mendapat kebenaran.

Pasal 151

Ketentuan pada pasal 284 dan 285, tentang saksi-saksi dalam perkara pidana,
berlaku juga dalam hal ini.

Pasal 152

Keterangan saksi yang diperiksa dalam persidangan dituliskan dalam proses
verbal persidangan itu oleh panitera pengadilan negeri. A\

Pasal 169

Keterangan dari scorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain,
didalam hukum tidak dapat dipercaya. :

Pasal 170

Jilka kesaksian yang berasing-asing dan yang tersendiri dari beberapa orang,
tentang beberapa kejadian dapat menguatkan satu perkara yang tertentu oleh
karena kesaksian itu bersetuju dan berhubungan-hubungan, maka diserahkan pada
pertimbangan Hakim buat menghargai kesaksian yang berasing asing itu
sedemikian kuat, sehingga menurut keadaan.

Pasal 171

(1). Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan.
(2). Pendapat-pendapat atau persangkaan yang istimewa, yang disusun dengan
kata akal, bukan kesaksian.

Pasal 172

Dalam hal menimbang harga kesaksian harga kesaksian hakim harus
menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang permufakatan dari saksi-saksi:
cocoknya kesaksian-kesaksian dengan yang diketahui dari tempat lain tentang
perkara yang diperselisikan; tentang sebab-sebab, yang mungkin pada saksi itu
untuk menerangkan duduk perkara dengan cara begini atau begitu; tentang peri
kelakuan adat dan kedudukan saksi, dan padaumumnya segala hal yang dapat
menyebabkan saksi itu dapat dipercaya benar atau tidak.
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Kitab Undang-undang hukum perdata
Pasal 1895

Pembuktian dengan saksi-saksi diperkirakan dalam segala hal dimana itu tidak
dikecualikan oleh Undang-undung.

Pasal 1902

Dalam segala hal dimana hal dimana oleh undang-undang diperintahkan suatu
pembuktian dengan tulisan-tulisan, namun itu, jika ada suatu permulaan
pembuktian dengan saksi-saksi, kecuali apabila tiap pembuktian lain dikecualikan,
selain dengan tulisan.

Yang dinamakan permulaan pembuktian, dengan tulisan ialah segala akta
tertulis, yang berasal dari orang terhadap siapa tuntuan dimajukan, atau dari orang
yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya
peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh seorang.

Pasal 1904

Dalam halnya pembuktian dengan saksi-saksi harus diindahkan ketentuan-
ketentuan yang berikut.

Pasal 1905

Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, dimuka pengadilan
tidak boleh dipercaya.

Pasal 1906

Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa, terlepas
satu dari yang lainnya dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri namun karena
bertepatan dan perhubunganyasatu sama lainnya menguatkan suatu peristiwa
tertentu, maka terserahlah kepada Hakim untuk memberikan kekuatan kepada
kesaksian-kesaksian ~ yang masing-masing berdiri sendiri itu, sebagaimana
dikehendaki oleh keadaan.

Pasal 1907

Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan, alasan-alasan bagaimana diketahuinya
hal-hal yang diterangkan.

Pasal 1908

Dalam mempertimbangkan nilai sesuatu kesaksian, Hakim harus memberikan
perhatian khusus pada persamaan kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada
persamaan antara kesaksian kesalisian dengan apa yang diketahui dari lain sumber
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tentang hal yang menjadi perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah
mendorong para saksi untuk mengutarakan perkaranya secara begini atau secara
begitu;pada cara hidup, kesusialaan dan kedudukan para saksi, dan pada
umumnya, pada segala apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih
atau kurang dapat dipercayanya para saksi itu.

Pasal 1909

le siapa yang ada pertaian darah dalam garis samping dalam derajat
kedua atau semenda dengan salah satu pihak; _ ‘

2e.siapa yang ada pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan
dalam  garis samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri
salah satu pihak;

3e.segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya
menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun
hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuanya
dipercayakan kepadanya sebagai demikian. A

Pasal 1910

Dianggap sebagai tak cakap untuk menjadi saksi dan tidak boleh didengar ialah
para anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak, begitu
pula suami atau istri, sekalipun setelahnya suatu perceraian. '
Namun demikian anggota-anggota keluarga sedarah dan semenda adalah
cakap untuk menjadi saksi:
le. dalam perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu
pihak;
2e. dalam perkara-perkara mengenai nafkah, yang harus dibayar menurut
Buku kesatu, termeksud pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan
seorang anak belum dewasa;
3e. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat
menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua
atau perwalian;
4e dalam perkara-perkara mengenai suatu perjanjian perburuhan.
Dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksudkan dalam ayat yang lalu, maka
mereka yang disebutkan dalam pasal 1909 dibawah le dan 2e tidak berhak untuk
minta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian.

Pasal 1911

Tiap saksi diwajibkan, menurut cara agamanya bersumpah atau berjanji bahwa ia
akan menerangkan yang sebenarnya.
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Pasal 1912

Orang-orang yang belum mencapai usia genaplima belas tahun, begitu
pula orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan karena dungu, sakit ingatan
atau mata gelap, ataupun, selama perkara sedang bergantung, atas perintah Hakim
telah telah dimasukan dalam tahanan, tidak diterima sebagai saksi. _

Meskipun demikian, Hakim adalah leluasa untuk mendengar orang-orang
belum dewasa itu atau orang-orang terampu yang tempo-tempo dapat berfikir
sehat, tanpa suatu penyumpahan, namun keterangan-keterangan orang tersebut
hanya dapat dianggap sebagai penjelasan.

Juga Hakim tidak boleh mempercayai apa yang menurut orang-orang tak
cakap itu telah didengamnya, dilihatnya, dihadirinya dan dialaminya, biarpun itu
semua disertai alasan-alasan tentang bagaimana mereka mengetahuinya, mnamun
Hakim hanya boleh menggunakannya untuk mengetahui dan mendapatkan
petunjuk-petunjuk kearah peristiwa-peristiwa yang dapat dibuktikan lebih lanjut
dengan alat-alat bukti biasa.

Yurisprudensi Tentang Alat Bukti Saksi A

1. Bagi Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak ada’ keharusan
untuk mendengar seorang saksi ahli berdasarkan pasal 138 ayat (1) jo Pasal
164 HIR. (Putusan MA tanggal 10 April 1957 No. 213 K/Sip /1955)

. Tidak ada keberatan menurut hukum untuk meluluskan permintaan salah satu

RS

pihak agar kuasa dari lawannya didengar senagai saksi. ( Putusan MA. 21 Juni
1957 No 218 K/Sip/1956)

3. “Testimonium de audite” tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi
penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari
persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang, ( Putusan MA. Tanggal
11 November 1959 No.308 K/Sip/ 1959)

4. Berapa banyak saksi ahli yang harus didengar dan penilaian atas keterangan
para saksi terserah kepada kebijaksanaan Hakim yang bersangkutan dan hal ini
tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi ( Putusan MA. Tanggal
10 Oktober 1962 No. 191 K/Sip/1962)

. Pengetahuan saksi-saksi yang hanya didengarnya dari orang lain tidak perlu

wn

dipertimbangkan oleh pengadilan, sehingga keterangan-keterangan seperti itu
tidak merupakan alat pembuktian yang sah. ( Putusan MA. Tanggal 5 Mei
1971, No. 803 K/Sip/1970 )
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6. Keterangan-keterangan saksi yang hanya mengetahui tentang barang-barang
sengketa dan tidak disertai dengan pengetahuan asal usul dari barang sengketa
(niet metrederen van wetenschap omkleed) tidak dapat dipergunakan sebagai
bukti yang sempurna. (Putusan MA. Tanggal 27 Oktober 1971, No. 858
K/8ip/1971)

7. Seorang yang ada hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 dengan salah
satu pihak yang berperkara tidak dapat menjadi saksi sah, tetapi hanya dapat
memberi keterangan (HIR pasal 145). (Putusan MA. Tanggal 19 Januari 1972,
No. 840. K/Sip/1971)

8. Saksi yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara pengadilan dapat
menguatkan/membenarkan dalil-dalil pihak lawannya. ( Putusan MA. Tanggal
5 Februari 1972, No. 855. K/ Sip/1971) !

9. Keterangan saksi de audite, bukan merupakan alat bukti. (Putusan MA. Tanggal
15 Maret 1972, No. 547. K/Sip/1971)

10. Persaksian dari ibu tiri, sesuai dengan pasal 145 ayat 1 HIR harus

dikesampingkan. (Putusan MA. Tanggal 25 Juni 1973, No. 84. K/Sip/1973)

11. Saksi bekas ipar tidak termasuk yang disebut dalam Pasal 146 ayat 1 HIR
sadang saksi keponakan adahak untuk mengundurkan diri. (Putusan MA.
Tanggal 19 Oktober 1975, No. 300 K/Sip/ 1973)

12. Bahwa keterangan saksi-saksi diatas pada umumnya adalah menuirut pesan,
tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau
perbuatan atau peristiwa hukumyang terjadi dahulu tidak mempunyai surat,
tetapi addlah pesan turun temurun, sedang saksi-saksi yang langsung
menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan
hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun terhurun itulah yang
dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan Hakim
Majelis sendiri pesan-pesan pesan-pesan seperti ini oleh masyarakat batak
umumnya dianggap berlaku dan benar;

- dalam pada itu harus pula diperhatikan dari siapa pesan itu diterima dan orang

yang memberi keterangan bahwa dialah yang menerima pesan tersebut;

( Putusan MA. Tanggal 25 November 1975 No. 239 K/Sip/1973 )
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13. Bekas suami menurut hukum acara yang berlaku (pasal 172 Rbg) tidak boleh

didengar sebagai saksi. (Putusan MA. Tanggal. 6 Januari 1976 No. 140
K/S1p/1974)

14. Bahwa Pengadilan Negeri telah memeriksa HM. Tohir selaku diluar sumpah

13,

16.

17,

18.

dengan alasan saksi ini kakak kandung penggugat-terbanding.

Bahwa berdasarkan pasal 145 ayat 4 HIR Pengadilan dapat memeriksa

seorang saksi diluar sumpah hanya terhadap anak-anak yang umurnya tidak

dapat diketahui benar sudah cukup 15 tahun atau orang gila yang kadang-

kandang ingatannya terang .

Bahwa terhadap Tohir tersebut seharusnya diterapkan ketentuan dalam pasal

146 ayat 1 sub 1 HIR.

Bahwa oleh karena itu keterangan Tohir itu tidak mempunyai kbkuatan bukti

menurut undang-undang.( Putusan MA. Tanggal 12 Mei 1976 No 1409

K/Sip/1975)

Karena keterangan-keterangan dari ambu samilih diberikan tidak dibawah

sumpah, keterangan-keterangan tersebut hanya dinilai sebagai petunjuk untuk

menambah keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah lainya. (Putusan

MA. Tanggal. 25 Mei 1975, No.90 K/Sip/1973)

Karena keterangan perincian kerugian dari Fitst National Adjustment
Company PT. Dan dari pemborong tergugat dalam kasasi, tidak diberikan
dibawah sumpah untuk kedua keterangarn-keterdhgannya di Persidangan
Pengadilan Negeri yang lalu meéngenai perincian tersebut. (Putusan MA Tgl.
15 Juli 1976, No 1468 K/Sip/1975)

pemeriksaan saksi-saksi termasifk wewenang seperiuhnya dari Yudex Factie

dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.

Keterangan tergugat yang bertentangan dengan keterangan saksi tergugat

sendiri tanpa disertai bukti-bukti lain, tidak dapat dinilai kebenarannya (tidak

mempunyai nilai yuridis).(Putusan PT. Bandung Tgl 19 Januari 1971, No.
141/1969/Perd/PTB).
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19. Keterangan saksi-saksi yang Jika dihubungkan satu sama lain, ﬁrempunyai arti
dan maksud yang sama dapat menghasilkan bukti yang sah dan penuh.
(Putusan PT Bandung Tgl 29 Januari 1971, No 465/1969/Perd/PTB).

20. Hal-hal yang oleh saksi penggugat hanya didengarnya dari pihak ‘ainnya lagi
pula dibantah oleh pihak tergugat, tidak merupakan bukti atau petunjuk
apapun juga dan karena itu keterangan-keterangan tersebut tidak dapat
menjadi alasan yang sah bégi Hakim untuk memerintahkan penggugat untuk
mengucapkan sumpah tambahan sebagai bukti pelengkap. (Putusan PT
Bandung Tgl 24 Juni 1971 No 285/ 1969/Perd/PTB)

2.3 Landasan Teori
Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan beberapé teor1 yang

didapatkan dari kajian-kajian refrensi yang masih relevan dengan permasalahan
diatas.

2.3.1 Pengertian Sengketa Keperdataan.

Dalam menerjemahkan kata geschillen, belum ada kata sepakat. Ada pihak
yang memberikan atau menggunakan kata - perselisihan, pertengkaran,
pembantahan, pertikaian, percekcokan dan lain-lainnya untuk maksud yang sama.
Penulis mempergunakan kata sengketa dengan pengertian yang berpangkal dari
perbedaan pendapat yang menimbulkan sengketa.

Sengketa perdata merupakan sengkeéta hak milik, atau hak yang timbul
karena milik, hutang piutang atau hak-hak perdata, ddalah semata-mata termasuk
wewenang dtau kekuasaan hakim atau pengadildn negeri (bagian perdata),
misalnya:

a. Sengketa tentang hak milik rumah, yang diperoleh karena jual-beli, bahwa
sipembeli sudah membayar sebagian harga dan sipenjual telah menerima
sebagian pembayaran itu, gugatan si penjual kepada si pembeli mengenai
pembayaran Junas menjadi wewenang atau kekuasaan Hakim Perdata atau

Pengadilan Perdata.
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b. Sengketa tentang pembagian warisan dari anak angkat sipeninggal warisan,
terhadap para waris lainnya, merupakan sengketa hak-hak perdata , yang
menjadi wewenang dan kekuasaan Hakim Perdata

c. Sengketa perceraian orang-orang yang beragama Islam, Menjadi kekuasaan
atau wewenag Hakim Agama atau Pengadilan Agama, akan tetapi pembagian
harta bersama atau harta warisan masing-masing pihak, dimana yang
.bersengketa memilih menurut hukum adat, menjadi kekuasaan atau wewenang

Hakim Perdata.

2.3.2 Pengertian Proses Peradilan Perkara Perdata

Proses peradilan perkara perdata adalah suatu proses masuknya suatu
perkara perdata di Pengadilan Negeri dari awal surat gugatan diterim4 oleh pihak
pengadilan sampai di berikannya putusan oleh Hakim Perdata yang be?wcwenang.

Dalam konteks ini pengajuan perkara perdata timbul karena adanya orang
yang “merasa” dan “dirasa” haknya dilanggar orang lain, kemudian dibuatlah
surat gugatan sesuai syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada
seorang/beberapa tergugat guna memulihkan hak-haknya tersebut yang telah
dilanggar dan proses administratif pengajuan surat gugatan itu haruslah sesuai
dengan kewenangan (kompetisi) Hakim/Pengadilan di mana Tergugat/ para
Tergugat bertempat tinggal.

Dalam mengadili perkara perdata Hakim harus mendengar kedua belah
pthak berperkara ( Asas “ Audi et alteram “ atau “Eines mannes Rede, Man Soll
Sie Horen Alle Beide™). Disamping itu juga dalam proses mengadili perkara
perdata Hakim juga bertolak kepada peristiwa hukumnya, hukim pembuktian dan
alat bukti kedua belah pihak sesuai ketentuan perundang-undangan selaku hukum
positif (ius constitutumm).

Proses pemutusdn perkara perdata oleh Hakim diharapkan dapat diterima
baik oleh penggugat dtau tergugat. Untuk itu diharapkan putusan tersebut bersifat
“adil” . Agar putusan hakim mencerminkan nilai-nilai keadilan yang dapat
diterima oleh kedua belah pitiak maka putusan tersebut hatus memuat alasan-
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alasan dasar untuk mengadili. Apabila putusan hakim tersebut dijatuhkan tanpa
alasan atau alasan tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan .

Tahap pelaksanaan putusan hakim merupakan proses akhir dari pada
Hukum Acara Perdata. Dengan dilaksanakan tahap eksekusi diharapkan orang
yang “merasa”dan “dirasa” haknya dilanggar orang lain dapat memperoleh
haknya tersebut seperti sediakala waktu perkara perdata tersebut belum diajukan
kepada Hakim/Pengadilan. Pada konteks ini maka eksekusi dilakukan terhadap
putusan hakim yang berisikan amar penghukuman setelah melalui proses, apabila
pihak yang kalah tidak mau melaksanakan amar secara sukarela dan dilaksanakan
oleh panitera berupa penyitaan yang dilakukan oleh ketua pengadilan (pasal 33
ayat 3 Undang-undang Nomor:14 Tahun 1970).

Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima
suatu putusan Pengadilan Negeri karena merasa hak-haknya terserané oleh adanya
putusan itu atau menganggap putusan itu kurang benar atau kurang adil, maka ia
dapat mengajukan permohonan banding. la dapat mengajukan perkara yang telah
diputus itu kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan
ulangan. Asas peradilan dalam dua tingkat itu bersandarkan pada keyakinan
bahwa putusan pengadilan pada tingkat pertama itu belum tentu tepat atau benar
dan oleh karena itu perlu dimungkinkan pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang
lebih tinggi.

Terhadap putusan-putusan yang diberikan dalam tingkat akhir oleh
pengadilan-pengadilan lain Hari pada Mahkamah Agung demikian pula terhadap
putusan pengadilan yang dimintakan banding dapat dimintakan kasasi terhadap
Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi apabila pihak yang
bersangkutan belum atau tidak mempergunakan hak melawan putusan pengadilan
yang dijatuhkan diluar hadir tergugat atau hak memohon ulangan pemeriksaan

perkara oleh Pengadilan Tinggi, permohonan kasasi tidak dapat diterima.

2.3.3 Pembuktian dan Alat-Alat Bukti
Sebelum melangkah atau memasuki pembahasan alat bukti  dan

pembuktialn dengan segala aktivitasnya, mengetahui pengertian dari istilah-istilah
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tersebut tentunya akan sangat membantu dalam memahami lingkup pembuktian
dan urgensinya, Di bawah ini diketengahkan beberapa pengertian dari bukti, alat
bukti dan pembuktian dari beberapa sumber kepustakaan dan pendapat ahli
hukum, sehingga kita mempunyai cakrawala pengetahuan yang cukup memadai.

Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian menurut
( W.J.S. Poerwadarminta, 1984:160-61) sebagai berikut:

- bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk
memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa dan sebagainya);

- tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu
perbuatan (kejahatan dan sebagainya).

- Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian:

1. Memberi (memperlihatkan) bukti: '

2. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita

dan sebagainya);

3. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);

4. meyakinkan, menyaksikan.

- pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan.

Dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti dapat disimak
pendapat Soebekti yang menyatakan:

“Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau
pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, Bewijs middel (Bld)
adalah alat-alatyang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu
pihak dimuka pengadilan, misalnya: bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan,
sumpak dan lain-lain.” (1980 ; 21)

Pengertian pembuktian dari W.J.S. Poerwadarminta diatas dapat dikatakan
sebagai pengertian umum (tidak yuridis), sedangkan membuktikan dalam arti
yuridis . “Tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang
memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran
peristiwa yang diajukan.” (Soedikno 1981:91) juga berpendapat bahwa
membuktikan mengandung tiga pengertian yaitu membuktikan dalam arti logis,
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membuktikan dalam arti konvensional dan membuktikan dalam hukum acara
mempunyai arti yuridis

Sehubungan dengan istilah bukti dan Alat-alat bukti ini, Dr.A Hamzah,
SH. Memberikan batasan yang hampir sama dengan pendapat Prof Soebekti SH.
Dikemukakan oleh ( A. Hamzah 1986;99) bukti yaitu “ sesuatu untuk
meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah
upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai
membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan,
misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, dan petunjuk,
Dalam perkara perdata termaksuk persangkaan dan sumpah”.

Dengan menyimak pendapat-pendapat sebagaimana diurai dimuka dapat
disimpulkan bahwa alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang
ditentukan oleh Undang-undang yang dapat digunakan untuk "‘memperkuat
dakwaan, tututan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan tuntutan atau
gugatan. Sedangkan pembuktian adalah suatu proses bagaimana' alat-alat bukti
tersebut dipergunakan, diajukan atau dipertahankan, sesuai hukum acara yang
berlaku.

Sehubungan hal diatas ( Soedikno Mertokusumo, 198]:1 00) menyatakan,
“bahwa dalam acara perdata kebenaran yang harus dicari oleh Hakim adalah
kebenaran formil, berlainan dengan acara pidana, dimana hakim mencari
kebenaran materil. Ini tidak berati bahwa dalam acara perdata hakim mencari
kebenaran yang setengah-setengah atau palsu.” Namun ditegaskan lebih lanjut
bahwa “ mencari kebenaran formil berarti bahwa hakithtidak boleh melampaui
batas-batas yang diajukan oleh yang berpétkara: jadi tidak melihat pada bobot
atau isi, akan tetapi kepada luas daripada pemeriksaan oleh hakim > Pendapat ini
memang logis dan demikian adanya perintah Undang-undang, yakni hakim
dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau memutus
melebihi apa yang dituntut atau digugat (vide pasal 178 ayat (3) HIR).

Teori pembuktian dalam hukum acara perdata banyak terdapat pendapat-
pendapat para ahli, namun perlu disimak pendapat salah satu ahli tersebut.
(Sopdikno mertokusumo, 1981:102) yang mengemukakan tiga teori, yaitu:
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Teor1 Pembuktian Bebas

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat
hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan
kepadanya.

Teori Pembuktian Negatif

Menurut teori ini harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang
bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan
kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan
pembuktian. Jadi hakim disini dilarang dengan pengecualian (pasal 169
HIR, 306 Rbg, 1905 BW).

Teori Pembuktian Positif

Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki ada‘pya perintah
kepada hakim. Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syafét (pasal 165
HIR, 285 Rbg, 1870 BW).

Ketentuan alat-alat bukti dan pembuktian dalam perkara perdata terikat

kepada Stb. 1941 Nomor 44 (HIR) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(BW). Berdasarkan pasal 164 HIR dan pasal 1866 BW, alat-alat bukti dalam acara
perdata adalah:

a.
b.

e

d

€.

Bukti tertulis/surat;
Bukti dengan saksi;
Persangkaan;
Pengakuan;
Sumpah.

Penjabaran dari masing-masirg alat bukti tersebut, adalah:

a. Bukti tertulis/surat

Dalam pengertian sederhana bukti tertulis atau surat adalah alat bukti yang

berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan

atau hal-hal tertentu dan ditandatangani. Bukti tertulis atau surat ini lazim juga

disebut dengan akta. Dengan demikian, pendapat ini mensyaratkan bahwa bukti

tertulis tersebut merupakan:
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- suatu tulisan yang berisi keterangan-keterangan tertentu;

- ditandatangani;

- merupakan dasar suatu hak atau perjanjian.

Menurut pasal 1867 BW menyatakan bahwa akta mempunyai dua jenis yaitu
akta autentik dan akta dibawah tangan. Namun demikian jenis surat sebagai alat
bukti tertulis adalah akta (autentik dan dibawah tangan) serta bukan akta atau

surat-surat lain yang bukan akta.

b. Bukti dengan Saksi

Alat bukti dengan saksi atau kesaksian adalah keterangan yang diberikan
oleh seseorang saksi didepan sidang pengadilan suatu peristiwa, kejadian atau
keadaan tertentu yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sengliri.

c. Persangkaan -

Perihal persangkaan dirumuskan oleh pasal 1915 BW ialah “ kesimpulan
yang oleh undang-undang atau oleh hakim yang ditarik dari suatu peristiwa yang
terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya.” Selanjutnya
oleh pasal 1915 disebutkan, “ada dua macam persangkaan yaitu, persangkaan
menurut Uhdang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-
undang.” Persangkaan yang berdasarkan Undang-undang ini merupakan
kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim.

d. Pengakuan

_ Pengakuan adalah pernyataan dari salah satu pihak tentang kebenaran dari
suatu peristiwa, keadaan atau hal tertentu yang dapat dilakukan didepan sidang
atau diluar sidang.
e. Sumpah

Sumpah atau janji adalah pernyatan yang diuncapkan dengan resmi dan
dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci, bahwa
apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar (Kejaksaan Agung, 1985:259).
Dengan demikian inti dari sumpah disini adalah suatu pernyatan darn pihak-pihak

untuk mengemukakan sesuatu dengan sebenar-benamya.
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2.3.4 Relevansi Alat Bukti Saksi

Alat bukti dalampersidangan sangatlah dibutuhkan dan sangat menentukan
suatu putusan sebuah perkara dipersidangan baik itu perkara perdata, perkara
pidana, perkara taat negara dan yang lainnya. Pembuktian dengan menggunakan
alat bukti dipersidangan dapat dijadikan pertimbangan bagi seorang hakim untuk
membuat sebuah putusan dipengadilan, apakah putusan hakim tersebut
mengabulkan semua permohonan dari penggugat secara keseluruhan ataupun
sebagian atau malah sebaliknya tidak mengabulkan sama sekali permohonan dari
penggugat, itu semua sangatlah bergantung dari alat bukti yang dapat dilihat atau
yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Alat bukti dalam pembuktian dipersidangan bisa berupa surat, saksi,
sumpah, persangkaan dan pengakuan. Dari keterangan atau hasil yang didapat dari
alat bukti tersebut bisa diketahui pokok persoalan yang terjadi dihntara kedua
belah pihak yang bersengketa, dan dapat dilihat pihak mana yang sebenarnya telah
melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan timbulnya suatu perkara
atau permasalahan yang mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan bila ditinjau
dari segi hukum yang ada.

Didalam proses persidangan pembuktian dengan menghadirkan alat bukti
seperti yang disebut diatas sangatlah penting dan menjadi bagian yang harus
dilakukan dalam setiap persidangan. Oleh karena itu hubungan antara alat bukti
dengan persidangan sangatlah terkait untuk menyelesaikan sebuah perkara, dan
sampai kapanpun alat bukti masih sangat relevan digunakan sebagai salah satu
pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara didalam persidangan, alat
bukti sangat membantu sekali bagi penyelesaian sebuah perkara. Bahkan dalam
penyelesaiaan sebuah perkara diluar persidangan, baik itu dengan jalan
musyawarah, damai atau yang lainnya juga dibutuhkan alat bukti untuk

penyelesaiannya
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3.1 Alat Bukti Saksi serta Hak dan Kewajiban Saksi
Sebelum kita mengetahui tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan

alat bukti saksi kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari saksi

tersebut, saksi ialah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang ,dengan

memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia

lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan

tersebut.

Syarat-syarat saksi

Saksi harus memenuhi syarat formil dan materiil.

a. Syarat formil saksi ialah:

1. Berumur 15 tahun keatas;

2. Sechat akalnya;

3. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu
pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain;

4. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak dengan meskipun
sudah bercerai;

5. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah;
kecuali undang-udang menentukan lain.

6. Menghadap di persidangan;

7. Mengangkat sumpah menurut a gamanya,

8. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau
dikuatkan dengan alat bukti lain, kecuali mengenai perzinaan.

9. Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu;

10. Memberikan keterangan secara lisan.

b. Sedang syarat materiil saksi ialah :

1. Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri.

2. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya.

LI

Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri.

27

Plistakagy |
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4. Saling beresesuaian satu sama lain.

5. Tidak bertentangan akal sehat.

Hak-hak saksi

Saksi berhak mendapat ganti rugi untuk ongkos perjalanan dan ongkos-
ongkos bermalam menurut tarif yang telah ada atau yang telah ditentukan oleh
pengadilan. ’

Hakim dan pegawai polisi pada pengadilan harus memberitahukan pada
saksi-saksi yang datang menghadap padanya, berepa besar pengganti kerugian

yang harus diterima.

Kewajiban Saksi .

Menjadi saksi adalah kewajiban hukum atas setiap orz;ng. Pasal 224
KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa dipanggil sebagi saksi, solusi ahli atau
Juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu
kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya,
diancam:

Ke-1: dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:;

Ke-2 : dalam perkara lain, dengan pidan apenjara paling lama enam bulan”.

Kewajiban saksi ada tiga yaitu:

1. Menghadiri sidang sesuai denga panggilan;
Di dalam proses pemeriksaan suatu perkara di persidangan pengadilan negeri
pada asasnya diperlukan adanya saksi. Pada pasal 121 (1) HIR ditentukan
bahwa sebelum perkara diperiksa dimuka sidang pengadilan negeri,
pengadilan (hakim) menyuruh memanggil para pihak dan saksi untuk
menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan. Akan tetapi apabila
dengan aturan pasal 121 (1) HIR saksi tidak adapat menghadap karena tidak
mau atau sebab lainnya, sedangkan kesaksiannya itu benar dibutuhkan untuk
meneguhkan kebenaran tuntutan penggugat dan atau perlawanan tergugat,
maka hakim menyuruh memenggil saksi lagi agar menghadap dihari

persidangan yang akan datang, Bila saksi masih juga tidak datang menghadap,
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maka saksi yang tidak mau datang menghadap (setelah dipanggil dua kali)
dihukum membayar segala biaya yang telah dikeluarkan dan harus dipanggil
satu kali lagi dengan menggunakan biaya saksi sendiri.

Juga apabila dengan panggilan yang menggunakan biaya saksi sendiri, ia
masih tidak mau menghadap, maka ia disamping harus membayar segala biaya
yang dikeluarkan juga harus mambayar segala kerugian yang diderita para
pihak yang bersengketa akibat dari tidak menghadapnya itu. Serta saksi
tersebut dapat dipaksa oleh polisi agar datang menghadap ke persidangan.
Pembebasan dari hukuman-hukuman termaksud hanya dapat dilakukan
apabila ketentuan dari pasal 142 ( adanya alasan yang sah) dan pasal 143
(Pengadilan negeri diluar karesidenan saksi) dipenuhi.

Jika saksi (saksi-saksi) datang ke pengadilan negeri untuk Ir;'lemenuhi surat
panggilan, maka ia dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan satu per satu
dan akan ditanya: nama, umur, pekerjaan, tempat tiggal dan apakah ia ada
hubungan perburuhan dengan salah satu pihask (pasal 144 HIR).

Mengangkat sumpah sesuai agamanya

Jika saksi yang dipanggil telah memenuhi panggilan dan tidak mengundurkan
diri sebagai saksi, maka sebelum mengemukakan keterangannya ia harus
disumapah menurut agamanya. Bagi saksi yang tidak mau disumpabh,
sedangkan sumpah tersebut dijadikan dasar bagi kesaksiannya bahwa apa yang
akan dikemukakan itu benar, atau tidak mau memberi keterangan, maka saksi
tersebut dapat ditahan dalam penjara atas permintaan dan biaya pthak yang
memintanya.

Akan ftetapi apabila agama yang dianut saksi melerang mnegucapkan
sumapah, maka sebagai gantinya dapat dengan mengucapkan janji yang
fungsinya persis sama dengan sumpah.

Memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar dan alami.

Sebagaimana dapat dikutip dalam uraian tentang kewajiban untuk bersumapah
bagi saksi, yaitu bahwa apabila ia telah datang menghadap dan telah pula

disumpah, akan tetapi tidak mau memberikan keterangan, maka ia dapat
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ditahan dalam penjara atas permintaan dan biaya pihak yang meminta untuk
itu.

Tentang penahanan dalam penjara terhadap saksi atas permintaan dan biaya
pihak yang merﬁilita, yang terkenal dengan sebutan lembaga sandera
(gijzeling) belum ada kesatuan pendapat. Kewajiban saksi untuk memberi
keterangan, apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saksi
harus disampaikan lebih dahulu kepada hakim. Jadi yang berkepentingan tidak
boleh langsung melakukan tanya jawab kepada saksi, melainkan melalui
hakimlah tanya jawab itu dilakukan. Juga hakim dapat menolak pertanyaan-
pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan perkara.

Saksi yang mengemukakan keterangan di depan sidang akan dicatat di dalam
berita acara persidangan oleh panitera. Dari uaraian di atas yang dapat diikuti
bahwa keterangan saksi (kesaksian) sebgai alat pembuktia;zt_l itu hanyalah
mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (bergantung pada penilaian
hakim).

3.2 Orang Yang Dapat Menjadi Saksi serta Kesaksian didalam dan diluar

Persidangan

Pada asasnya Semua orang cakap dapat bertindak sebagai saksi. Dan apabila
telah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum, wajiblah ia mengemukakan
kesaksiannya di muka pengadilan.Bahkan apabila tidak mau datang atau datang
tetapi tidak mau memberikan kesaksian, ia dapat dikenakan sanksi.Walaupun
demikian terhadap asas tersebut dibuka suatu pengecualian atau penyimpangan

Penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat dibedakan dalam dua golongan
yaitu orang yang tidak dapat bertindak sebagai saksi dan orang yang karena
permintaannya sendiri dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi. Golongan yang
disebut pertama masih dapat dibedakan kembali dalam golongan yang secara
mutlak dianggap sebagai tidak mampu bertindak sebagai saksi dan golongan yang

sccara relatif dianggap sebagai tidak mampu bertindak sebagai saksi.
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1. Golongan yang secara mutlak dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi
yaitu :
Keluarga sedarah dan keluarga semendah menurut keturunan yang lurus dari
salah satu pihak. Larangan ini oleh pembentuk Undang-undang didasarkan
pada pertimbangan bahwa (a) mereka itu tidak akan cukup obyektif dalam
memberikan keterangan, (b) untuk menjaga agar hubungan kekeluargaan
mereka tetap baik, (¢) untuk mencegah terjadinya pertengkaran atau
timbulnya rasa dendam di antara mereka.
Walaupun begitu dalam perkara-perkara tertentu mereka mampu
bertindak sebagai saksi seperti ;

- dalam perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan adalah satu

pihak,

- dalam perkara-perkara mengenai pemberian naﬂ(e;h, termaksud

pembiayaan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang belum dewasa,

- dalam perkara mengenai alasan-alasan yang menyebabkan pembebasan

atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian,

- dalam perkara-perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan.
2.Golongan yang secara relatif dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi
yaitu :

Suami atau istri salah satu pihak, meskipun sudah bercerai.

b. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 Tahun

c. Orang gila (sakit Ingatan), sekalipun kadang-kadang ingatannya
terang.

Kesaksian di luar persidangan adalah keterangan yang diberikan oleh salah
satu pihak dalan suatu perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan
pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh lawannya.

Kesaksian di luar persidangan di atur dalam pasal 175 HIR yang mengatakan
bahwa kekuatan pembuktian daripada kesaksian lisan di luar persidangan
diserahkan kepada pertimbangan hakim. Sedang pasal 1927 BW menentukan
bahwa suatu kesaksian lisan di luar persidangan tidak dapat digunakan selain

dalam hal-hal dimana diijinkan membuktikan dengan saksi.
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Undang-undang hanya mengenal alat bukti kesaksian diluar persidangan.
Perlu mendapat perhatian bahwa kesaksian di luar sidang ini masih harus
dibuktikan dipersidangan, maka oleh karena itu bukanlah merupakan alat bukti.
Tidak mustahil diajukan alat bukti kesaksian tertulis di luar persidangan. Kalau
kesaksian lisan diluar persidangan bukanlah alat bukti, maka pengakuan tertulis di
luar persidangan merupakan alat bukti disamping alat bukti tertulis, yang kekuatan

pembutiannya bebas.

3.3 Pengunduran Diri Seorang Saksi.
Pengunduran diri seorang saksi atau orang yang karena permintaannya sendiri
dibebaskan dari kewajibannya sebagai saksi, adalah:
1. Saudara laki-laki atau perempuan dan ipar laki-laki atau perempuan dari salah
satu pihak. :
2. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki atau

perempuan dari laki-laki atau istri dari salah satu pihak.

Wl

Orang-orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatan yang sah,
diwajibkan merahasiakan, akan tetapi semata-mata hanya mengenai hal-hal
yang dipercayakan kepadanya.

Dalam ketentuan yang tersebut diatas terdapat keganjilan yaitu disatu pihak
mereka dibabaskan sebagai saksi, tetapi dilain pihak lagi mereka diwajibkan
menyimpan rahasia. Melihat bahwa kewajiban meyimpan rahasia itu disebabkan
adanya sesuatu yang melekat padanya secara sah, misalnya dokter, advokat,
pegawai umum. Dapat secara mutlak menolak memberikan kesaksiannya didepan
sidang pengadilan. Dan jika ia memang benar-nenar secara mutlak menolak
memberikan kesaksian, ia berhak mengundurkan diri sebagai saksi dan itu berarti
bahwa ia karena jabatannya melindungi orang-orang tertentu yang berhubungan
dengan jabatannya saja. Apabila seseorang memanfaatkan Jabatanya dengan
melawan kepentingan masyarakat dan sebaliknya bahwa jabatan itu diberikan
kepadanya untuk memelihara ketertiban umum, jabatan itu harus sah, berarti
menurut peraturan perundang-undangan, dalam peraturan perundang-undangan itu

yang diutamakan adalah untuk Kketertiban umum. Bertitik tolak dari uraian
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tersebut, orang-orang tersebut wajib memberikan keterangannya selaku saksi
disidang pengadilan setelah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum.
Dengan demikian tetang kewajiban memberikan keterangan dan atau hak
mengundurkan diri dari orang-orang tersebut yang karena jabatannya, itu
bergantung pada kasus perkasus penggunaannya. Karena apabila hak
pengunduran diri sebagai saksi diikuti secara mutlak dapat merugikan masyarakat,
setiap orang akan beranggapan bahwa pekerjaannya itu adalah penting dalam
masyarakat, yang selanjutnya berarti mempunyai kewajiban merahasiakan, yang
membawa konsekuensi ia berhak menarik diri dari kewajiban sebagai saksi.
Memang dalam ketentuan Undang-undangnya sendiri tidak ditegaskan
mengenai martabat, pekerjaan, jabatan mana yang harus di golongkan dalam
kewajiban untuk menyimpan rahasia dan penting dalam masyarakat. oleh karena
itu dengan mengingat perkembangan zaman dengan segala kepaﬁdaian manusia
dewasa ini, maka alangkah baiknya apabila dalam Undang-undang disebutkan
secara tegas dan jelas tentang martabat, pekerjaan atau jabatan yang berkewajiban

menyimpan rahasia dan penting didalam masyarakat.

3.4 Kajian Tentang Alat Bukti Saksi Dalam Putusan Pengadilan Negeri

Bekasi No. 146/Pdt.G/1998/PN.Bks. Tgl.02 Maret 1999

Dalam perkara ini putusan hakim yang dijatuhkan atau yang diberikan
temyata memenangkan pihak penggugat, dimana pembelaan atau eksepsi dari
pihak tergugat dan turut tergugat ditolak oleh majelis hakim, majelis hakim
mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan, yang menyatakan bahwa
tanah dan rumah yang menjadi sengketa adalah harta bersama yang harus dibagi
rata bersama antara suami dan istri walaupun tanah dan rumah tersebut telah
dijual, serta membebankan biaya perkara secara keseluruhan kepada tergugat dan
turut tergugat.

Putusan hakim disini tidak semata mata berat sebelah dengan hanya
mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat dan menolak seluruh
pembelaan dari tergugat, akan tetapi lebih melihat alat bukti yang ada yang berupa

surat-surat keterangan dari keberadaan tanah tersebut dan Juga keterangan dari
| .
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saksi-saksi yang ada. Yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kedalam
persidangan. Semua inilah yang menjadi pertimbangan dari hakim untuk
menjatuhkan putusannya.

Ternyata dalam kasus pembagian harta bersama antara para pihakyang telah
bercerai ini memberikan hal pembuktian dipersidangan yang sangat berpengaruh
sekali baik itu berupa surat yang diajukan oleh pihak penggugat dan tergugat
ataupun keterangan dari para saksi yang dihadapkan kepersidangan yang
mengetahui dengan jelas duduk perkaranya.

Oleh karena itulah pembuktian keterangan saksi yang diajukan kepersidangan
masih sangat dibutuhkan dan bahkan menjadi faktor terpenting dalam proses
persidangan untuk menentukan pihak-pihak mana yang seharusnya berhak atas
apa yang diperebutkan atau siapa yang sebenarnya yang mempunyai hak untuk
menguasainya. .

Sengketa pembagian harta gono-gini yang melibatkan suami istri yang telah
cerai ini pun keterangan saksi menjadi faktor penentu bagi penyelesaian perkara
ini. Selain didukung oleh keterangan saksi yang berjumlah enam orang yang
kesemuanya itu telah memenuhi syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi
oleh seorang saksi dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut oleh hakim
dianggap sangat mendukung alat bukti lain yang di ajukan oleh pihak penggugat.

Penyusun setuju dengan keputusan yang diambil oleh hakim dalam kasus
tersebut diatas karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
yang juga telah penyusun bahas dalam pembahasan, seperti telah kita ketahui
bahwa hakim bebas dalam membentuk pendapatnya, termasuk juga dalam
menggunakan alat-alat pembuktian, antara lain keterangan saksi.

Sengketa Perdata yang terjadi antara Lisa Setia Budi sebagai penggugat
dengan Agustinus Tjahyo Mulyo sebagai tergugat didukung dengan adanya
beberapa alat bukti selain keterangan saksi, dengan demikian maka hakim dapat
mengambil suatu pendapat terhadap keterangan saksi, karena hal tersebut dapat
memberikan arti yang lengkap.

Nilai pembuktian keterangan yang diberikan oleh para saksi yang diajukan
oleh kedua belah pihak yang bersengketa dan ditambah dengan sumpah yang
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dilakukan oleh para saksi dipengadilan sebelum mereka memberikan kesaksian
sudah memberikan arti yang cukup dalam kekuatan pembuktian

Keterangan yang diberikan oleh para saksi yang diajukan oleh kedua pihak
yang bersengketa dipengadilan inilah yang sebenarnya menjadi point terpenting

dalam penyelesaian sebuah perkara.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan.

Dari keseluruhan yang penulis bahas diatas, ada beberapa hal yang perlu
dijadikan catatan secara singkat sebagai suatu kesimpulan, yang terurai sebagai
berikut:

1. Bahwa dalam upaya penyelesaian Perkara perdata Dipengadilan Proses
Pembuktian dengan menggunakan saksi Sangatlah di perlukan sekali. dan terdiri
dari beberapa unsur yang harus dipenuhi sebagai syarat sah mengajukan saksi.
Hak dan kewajiban seorang saksi harus juga menjadi perhatian penting baik dari
para pihak maupun dari pengadilan itu sendiri sehingga ada keseimbangan antara
pelaksanaan kewajiban dan penerimaan hak sebagai seorang saksi.

2. Semua orang pada perinsipnya bisa dijadikan menjadi saksi selama ia dianggap
cakap dalam bertindak menurut Hukum, asalkan bukan suami atau istri dan tidak
ada hubungan sedarah atau semenak. Ini dikawatirkan agar tidak adanya kesaksian
atau pengakuan yang merugikan pihak lawannya serta terjadi. suatu rekayasa
dipengadilan. Seseorang yang telah ditunjuk sebagai saksi didalam persidangan
diambil sumpahnya sebalum memberikan kesaksian dan sudah terlebih dahulu
memenuhi segala kewajibannya yang berkenaan dengan kesaksian, memberikan
kesaksian didalam persidangan tidak bisa diwakili oleh orang lain selain yang
di_ajukan kepada Hakim. Kesaksian diluar persidangan juga dapat dilakukan oleh
seseorang baik dengan tulisan ataupun lisan sesuai dengan peraturan yang
mengaturnya.

3. Seseorang dapat mengundurkan diri dari persidangan sebagai saksi karena
sesuatu hal ataupun karena permintaannya sendiri, biasanya saksi ini masih ada
hubungan keluarga dengan salah satu pihak yang bersengketa atau karena
jabatannya dia diharuskan mengundurkan diri dikarenakan harus menyimpan
rahasia, akan tetapi juga harus melihat dari kasus perkasus dikarenakan apabila
hak pengunduran diri dilakukan secara mutlak maka dapat merugikan masyarakat

karena jabatannya untuk menyimpan rahasia.
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4.2 Saran.

Pada akhir tulisan ini, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai
bahan masukan, sebagai berikut:

I. Pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan dalam mengajukan saksi guna
pembuktian hendaknya juga harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar
atau ketentuan yang ada untuk mengajukan seorang saksi yang diantaranya
harus dipenuhinya segala kewajiban-kewajiban seorang saksi

2. Pembuktian didalam persidangan sangatlah menentukan putusan seorang
Hakim terhadap sebuah perkara untuk itulah sumpah yang diambil oleh
panitera juga harus mengikat saksi, dalamarti apabila kesaksian yang diberikan
nantinya merugikan pihak lawan maka saksi yang memberikan kesaksian palsu
tersebut juga bis dikenakan sangsi sesuai dengan hukumyang berlaku. Semua
ini dilakukan agar kesaksian yang diberikan benar-benar Jujur dan tidak
merugikan pihak lawan yang nantinya dapat mempengaruhi putu:éan hakim.

3. Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan jangan hanya semata-mata
mengandalkan kesaksian saja tetapi masih banyak hal-hal lain yang harus
dilihat diantaranya esepsi dari tergugat dan gugatan yang diajukan oleh
penggugat, walaupun sebenarnya pembuktian dipersidangan sangatlah

mempengaruhi keputusan hakim.
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PUTUS AN

No. 146/Pdt.C/1996/PXN.Bks.

DEMI KUADITAN BERDASARKAN KSTUHSNAN YANG MiHA BESA
Pengadilan Negeri Pekasi, mengadili perkara perdata -
pada fingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang beri-.

. kut dalem perkaranye

=t
—

SA SETIA BUDI,SH, Roryowan, berolumat di Jalen Iramat -

.Jaya'Blok D.IT No.51 C Jakarta Puseat,
berdesarken Surat Kuasa Khusus ter---
tanggal 24 Agus#us 1998 memberi kuansa
penuh kepada NEMBANG SARAGIH,SH, MA--
NGALABAN SILABAN,SH, dan RANSES KARTA
GO,SH. Pengacorn beralamat di Joalen -
Veteran No,33 Bekasi, Eaik bersama—sg'
ma moupun sendiri-sendiri ;' Selonjut-

nya discbut .sebugai ...... PENGGUGLT;

melawan

1., AGUSTINUS ?JAHYO MULYO, swasta, beralamat di Perumahen

Harapan Juya II Blok F No.170 RY.17/03,
Kelurahan Margamulyo,Kecematan Bekasi-
Selotun,Xodyos Bokosi Selanjutnya di-

sebut sebagai eeevo... eeo. TERGUGAT -

]

2, HANNA TJAHYO MULYO, Ibu rumah tanggo, beralamet di Jo--

lan Meloti Xov, Barata Rt.01/06 Kelu—-
rahan Harapan Jaya,Kecamotan Bekasi —-
Utera Kodya Bekesi ; Selenjutnya dise-
but sebagei ,,.,.., TURUD TERGUGAT

.
b )

Berdasarkon surat kuasa khusus terteng
gal 15 Scptember 1998 No.055/SKK/RA &-

R/I%/98, Teggugét dan Turut Tergugat -

MEADErL ovvs 0w an.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

C

I
Y

memﬁcri kuasa penuh kepada RICHARD
i SUWONDO,SH. HABEL RUMBIAK;SH. fﬁKg
BUS EKO ADRIANTO,SH. dan THOMAS —m
KRISMADI WIJAYA,SH, Pengsqara-di -
Jalan Daud Raya No.44 Xebon Jefuk,.
Jakarta Pusat, bertindak baik sen-

diri-sendiri maupun bersema-sama

'_Q\Pengadilan liegeri tersebut ;

24
| \*\elnh membaca surat-surat perkara

i

/" /Relah mendengar kedua belah pihek

DUDUK PIRKARA

lenimbang, bahwa gugatan Penggugat bertanggal 28 Agus-

tus 1998 berbunyi sebagai berikut

L

Bahwa entara Penggugat dengan Tergugat telah melnngsung.
kan pernikahen selkitap tohun 1989 di Cereja dan dicatat
kan pade Xentor Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada tang-
gel 4 Maret 1991 ; _

Bahwa dari perkawinén tersebut telah dikaruniai sebrﬂng
anak laki-laki bernama SAMULL YUDIANTO, yang lahir di -
Jakarta pada tanggal 7 April 1991 ;

Bahwe selama rerkawinan berlangsung telah diperoleh har
ta bersame berupa sebidong tanah bééikut bangunan rumah
tempat tinggal diatasnya yang terletak di Perumphan Ha-
Tapan Jaya Blok V No.170 Rt.17/03 Kelurechan llargamulya,
Kecomatan Bekasi Selatan Kodya Bekasi tercatat atas ne-
ma HANNA TJLHYO MULYA ( Turut Tergugat )3

Bahwa harte bersama tersefut Yaitu tenah berikut bangug i
én rumah tempat tinggal termaksud, diperoleh Penggugat-

dengan Tergugat adalah dengan cara

4.1. Bﬁhwa "o e
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4,1,

Bahwa sebelum membentuk rumah tnnggﬁ/erkGW1nqn -
pada tsahun 1988, Tergugat teolah menysrankan den -
‘disetujui oleh Pengpugat. supaya membeli sebueh ru
‘mah tempat tinggal secara kvedit sebagaimana di--
maksud diatas dan Juge disaren oleh Tergugat, sup
Jy& surat-suratnya diatas namaken kepada leak kal kan
dung Penggugat Yaitu Turut Tergugnt sendiri de-———
ngen tujuan untuk mempermudah perolechan kredit ru
mah tersebut ;

Bahwa setelah rumah tersebut diperoleh den sampai
Penggugat don Tergugat belum melnncﬁundknn Perka-
winan, segala kewajiban yang tlmbul gtas rumah -

tersebut selaln ditonggung oleh Penggugat sendiri

, Bahwa sejak Penggugat membentuk rumah toagga de--

ngan Tergugat, rumah tersebut langsung Gitempati-
bersama dan segala lewajiban yang timbul atag ry-
mah tersebut ditanggung oleh Penggugat dan Tergu-
gat ;

Bahwa keutuhan rumah tengga yang telah dibina, ternye—

ta tidak dapat dipertahankan karena sikap dan perileky

Tergugat tidak berperilaku sebagai Bapak dan Kepala Ke

luarga, baik terhadap isteri maéupun terhadap anak,yang

akhirnya perkawinan tersebut putus karena berceraian ;

]

Bnhwq gejak perkawinan tersebut putus karena perceral-

rumah tersebut dikuasai 6leh Tergugat den pajeknya

telah didbayar serta distag nemaken otas nema Tergugatn

sendiri ;

Bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah putus kare

Na perceraisn, maka konselwensi hukum terhadap harta -

bers

ama harusloh dibagi sama antara Penggugat dengan - i

Tergugat Hel Il

-
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T

Tergugat ;

8. Bahwa oleh karens rumah tersebut sekarang dikuasai oleh
Tergugat don mengingnt perilalu Tergugat selaly memen-<-
Ptingken diri sendiri serta mengingot Surot-surat ntag -
rumah tersebut diatas namakan atas nama kalkal kandung--

et

AN xn Ty sendiri ( Turut Tergugat ), Penggugot songat khawa-

L

T ?;%Fir tanah berikut rumah tersebut dialihkan tnnpa_seizin
‘:}i’//‘#%nggugat dan untuk Supaya gugatan Pengrugat tidak sia-
/ﬁéia, meka seharusnyaleh terhodap rumah tersebut diletak
J; kan sita jamj.nan 3
Berdasarkon seémlm fesuatu yang diurailkan dintas, moka deo-
ngan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketus Pengadilan -
Negeri Bekasi,lkiranya berkenan mcmeriksa; mengedili dan -
memutuskan perkara ini sebagoi berikut
1. Menerima dan mengabulken gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan seh dan berharga sita Jeminan atas tanah be-
rikut rumeh identitas sebagaimana disebutkan diatas ;
3. Menyatekan tenah berilkut rumeh yang ada &iatésnya ada—-
leh merupakan harta bersama Yang belum pernsh dibﬁgi 5
4. Menyatakan menurut hulcum bahwa atas harta bersama terse
| but Penggugat dan Tergugot memperoleh bagian yang samaj
¢ 57 Menghukum Tergugat untuk menyerahlcan setenggh dari har-
| ta bersama tersebut atau setengah dari nilai hesil pen-
Jjualan ; _ ‘
6. Menghukum Turut Tergugat tundule tcfhadap putusan ini ;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Teréugat untuﬁ membayar bi
fye perkara ;
atou
Apabila Pengedilan berpendap@t lain, mohon putusan yang -

seadil-adilnya 3

Menimbaang, eineni
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Menimbang, bahwa pada hari persidongan yang ditetapkan
untuk itu, pihak-pihak yang berperkara hadir, Penggugat di
waleili kuasanya NEMBANG SARAGIH,SH, dan kawan-knwannya ber

desarken surat kuasa bertanggal 24 Aéustus 1998 dan Tergu-

/ﬁﬁﬁﬁ??;a gat serta Turut Tergugat diwakili kuasanya RICHARD SUWONDO,
o e ‘:-}l\

7 N \SH. dan kawan-kawannya berdasarkan surat kuasa bertanggel-
b A1

15 September 1998 3

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusuhakén per-
demaien antara mereka yang berperkara, akan tetapi tidak -
berhasil ;

Menimbang, bahwa karena itu pemeriksaan dimulai dengan
membacakan gugaten yang tetap dipertuhanknn:Penggugat de--
ngan tidak ada perobﬁhan : |
Menimbang; bahwa Tergugat dan Turut Tergugaf telah mem

4

‘berikan jawaban sebagai berikut ;-

-I. DALAM BKSEPST .

Setelah mempelajari secara selsama gugatan Penggugat —-
ternyata terdapat benyimpangsn yang sangat pPrinsipil, -
yakni ;

a, DASAR GUGATAN :

1. Suatu Gugatan yang boik, harus memiliki dasar hu-
kum sebagai landasqn pPijek yang bukan saja seba--
gal hubungan ceusal deri ha;-hél yanglhendak di--
tuntut dalem petitum, tetapi sebagai syarat for—T
mal dalam suatu surat gugntpn-yang bailk dén benar;
Dasar hukum inileh Yang dopat dijadikan szbogai -
dalil untuk menuntut Tergugat dan.Turut Tergugat-
( dalom gugatan ini Penggugnt soma sekali tidﬁk -
menyebutkan dasar hukumnyo )

2. Dalam gugatan Pengguget hanya disebutkan bahwar, , .
\

sebelum alviaie slieie s 3§ 5
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sebelum membentuk rumah tengge/perkawinan, pada ta
hun 1988 Tergugat menyaranksn dan disetujui oleh-
Penggugat untulk membeli sebuah rumeh tinggal geca
ra kredit ....... dan seterusnya " ( angka 4,1, -
deri surat gugatan ) |

Dibagian lain, Penggugat menyataken, " ... .Bahwa
selema perkawinan berlangsung telah diperoleh har
ta bersama berupa sebidang tonah berikut bangunan.
tempat tinggol diatasnya ....., dén'seterusnya "
( angka 3 dori surat gugatan ) ; ‘

Dari kedua pernyntnan_ini sajo, telah jelas bagi ki—.
ta betapa kaburnya gugaton Penggugatlberkcnnnn de-—=

ngan harta bersamoe monalkah Yeng dimalsudken : 1

Apokah ada dua bidang tanah, atau honya sebidang ta-
nah ? tanah manakah Yang dimaksudkan sebagei harta -
bersama ? Tanah Yang diperoleh sebelum perkawinen --
atau setelahn perkawinan °

OBYEK GUGATAN -

Bahwa obyck gugatan harusloh disebutkan secara jelas
dan lengkap. Jika obyek gugaton adelah sebidang ta--
nah berikut banéunun yoang terletak diatesnys, maka -
Eukan hanye letakuye yang disebutkan, tetapi harus -

disebutkan pula luas berapa, batas-batasnys, bnil se

belah utaranya dengen 4pa atau sebelah selatan de=—-

ngan apé, dan seterusnya .

Dalam surat gugatan Penggugat'sgmn sekali tidak dise
butken luas, don batas-batas sebidang tanah atau dua
bideng tanah Yang didalilkan sebagai harta bersama -

tersebut ;

c. SUBYEK GUGATAN :

Bahwa B o T
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Bohwa sungat keliru bila Penggupat menorik Turut Tor-
gugat dalem perkara ini, Xarena, tidak adas hubungan -
causal antere Penggugat don Turut Tergugat ;

Turut Tergugat, tidak taliu menahu dengan harta bersa-
ma yang didalilkan oleh Penggugat, karena Turut Tergul
%dt saat ini tinggel dan menetap diatas sehldmng ta---
\ "neh dan rurah tinggelnya s cnd1r1

¥r

i/ H akah karena Turut Tergugat adaleh kaka dari Tergu--

2

r /gat maka sccara langsung apa yang dimililki Turut Ter-

gugat merupaken hearta bersama dari Penggugat dan Tep-
- gugat ; .

Jelaslah kwalifikasi seperti itu sangat tak berdasar

kan hukum, dan nampak sangat mengada- da dengan meqva.

itkan Turut Tergugat dalam purmﬁrn ini 3
Bahwa Turut Tergugat sebenarnya sama sekali‘tidak -
berkait dengan perkara ini ( error in personna I
Berdesarkan hal-hal diuraikan dalam eksepsi diatas,de-
pat disimpulkan bahwa surat gugntan Penggugat ternyata
'disusun secara tidak jelas, cermat dan lengkap( oﬁscuug
libel )

IT. DALAM POKOK PFRKARA .

Bahwa Tergugat don Turut Tergugat menolak don menyang-
kal dengan tegas delil-dalil Yang dikemukakan Penggu-—
gnt sebagaimana yang diuraikan didalam surat gugaten-
nya, kecuali mengenai hal-hal yoang dinyatakan secara -
tegas didalam jawabon ini, berdasarkan pertimbangon --
sebagal berikut
01, Bahwa tidak benar antars Pengpugat éan Tergugat mg'
miliki harta bersama berupa sebidang tonah berikut

bangunan ruman tinggal di Perumahen Harapan Jaye, -

sebagaimana vospene
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sebagaimann didalillan Penggugnt

;

02, Bahwa Penggugat.dan Tergugat pernah tinggal bersa
ma sebagai suami isteri scbelum cerai dirumah Ha-

‘rupnn Jaya Blok V/nomor 170 Rt.017/03, kaienn ke~

‘baiken dan kerelaan kakalc Tergugat, yeng saat ini

ditoruk Pénggugat gebugei Turyt Tergugat dolam —-

rerkara ini 3

/ Bahwa kaloupun Penggugat don Tergugut'mengelunr-—

kan biaya selama menempati rumah milil Turut Ter-
gugat tersebdbut hanyalah berupa biaya seperti ong-
lkos listril, air (PAM) dan perawatan sebagaimana-
layaknya sebagai penghuni yang baik ;
04. Bahwa adalah sengat keliru, b;la biafa listrig, =
biaya PAM dan pberawatan atas rumah tempst tinggal
sementara dari Penggugat dan Tergugat selama per-
kawinan, dikategorikan sebagai bukti bahwa rumah-
. tersebut merupakan harta bersama s
05, Bahwa sebideng tanah dan rumeh yang disebutkapn --
Penggugat tersebut, adalah milik dari Turut Térgg
gat, Baik proses pembelian maupun angsurdnnya di-
1aﬁukan dari awal oleh Turut Tergugat sendiri 2
06, Bahwa sebenarnya tak ada kaitan entapra Penggugat-
den Tergugat atas tanah dan ruman tinggel milik -
Turut Tergugat tersebut, untuk ity tidak tepat bi
la Penggugat mengajukan permohonan sits jaminen -
terhadap tanah dun bangunan di Harapaﬁ Jaya Blok-
V/nomor 170 Rt.017/03, karene tanah,térsebut-mi—-
lik Turut Tergugat ;

07, Bahwa Tergugat membeli secara cicilan mo»il Toyo-

ta Kijang dengan nomor Polizi B-1493-3 pada tahun

1l R I
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1995 dan motor RX-King dengan nomo; Polist —mwcwsws
B-5520.yy pada tahun 1994, keduanya atas name Peng
gugat. Nemun pada bulan April 1997 Penggugat meng-
ambil kedua kendaraan bermotor tersebut tanpa sepe

h,,_ﬁgg.u ngetahuan Tergugat dan menguasainya ; ( seharusnya
%] QN 2 '
- g o\

(5 =] Yoy 1\ .
QY/T'ij‘ ‘\E“Penggugat tidak boleh melakukan hal tersebut, kare

e LS

ahwa dalil yang dikemukokan Penggugat, bahwa keu-

tuhan rumah tangga yang telah.dibina,-ternyata ti- |
dak dapat dipertahankan karena sikep dan perilaku-
Tergugat tidai berperilalcy febagai Bapak dan kepa~
1la keluarga, baik terhadap isteri maypun terhadap-
anak, yang akhirnya perkuwinan tersebut putus kare
na perceraian adalah tidok benar Justru inisiatsfr-
perceraian berasal dapri pihak Penggugatl; (Pengzu-

. gat telah membuat Suatu pernyataan yang'terlniﬁ -

berlebihan dan tidak dapat dipertanggung Jjawabkan-
secara hulcum, sehingga merugikan Tergugat baik se- -
cara materiil moupun imateriil ) 3

Berdasérkan segelo hal sebogaimana yang teiah diuraikan di_

atas, moka Teréugnt dan Turut Tergugat memohon, sudilah ki

ranye Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenan untuj-

memutuskan .

PRIMAIR:

1. Menerima Lksepsi dan Jawaban dari Tergugat dan Turpt -
Tergugat 2 -

2. lenolak gugatan Penggugat untul seluruhnys, atay seti--
dak-tidaknya menystaken gugatan Pénégugat tidak'dapat =
diterima ( onvakelijke verklaard )

3. Menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat tiduk disusun

Secarﬂ_o....a.-.
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secara jelas, cermat daon lengkap §
4. Menyatakan bahwe surat gugontan Penggugot kabur (obscuur-
livel ), karena tidak menyebutkan secara jelas obyek gu-
gntan yﬁng dimaksudkan sebogai harto bersama dalmm”perkg
Tgij§ﬁ§§ ra ini 3

~7h~r6 \Mcnyataknn Penggugﬁt telah mels hukqn perbuatan melawan-

ﬁuﬁum ( onrecht matigeddad ) |
VMenyatakan bahwa sebideng tonoh berikut bengunan rumah-
tempat tinggal diatosnya yang terletak di Perumaohan Ha-

Tapan Jaye Blok V Nomor 170 Rt.017/03 Kelurahan llerga--

mulya Kecamaten Belknsi Selotan Kodya Bekasi yang terca-

tat atas nama HANNA TJAYO MULYA adalah benar milik HAN-

NA TJAHYO MULYA ;

7. Tidak mengabulkan permohonon Sitn Jominan terhadap tanan

den bangunon milik Turut Tergugat ;

8. Menghukum Penggugat untul mencabut pernyataan tentang -
segala hal yang merugikon pihak Ter gugat dan Turut Ter-
gugat serta merchabilitasi nama Tergugat dan Turut Tep-

.gugmt H
9. Menghulcum Penggugat untul tunduk terhadap putusen ini :
10, Menghukun Penggugat untuk membayar semua biaya yang tim

bul dalam perkara ini 3

SUBSIDAIR
lMengambil putu an yeng dianggap baik dan adll menurut Feten
tuan hykumnya ( " Rech te doen nesar goede justitie/ex aequo
et bono " )

Menimbang, bahwa seterusnya telah terjadi Jawab menja-
wab antara kedun bclah‘pihmk sebagaimane tercaitum delem -
berita acara persidangan ini ;

Menimbong, bahwa untuk membuktikan dolil gugatannya --

Penggugat .......
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Penggugat telah mengojukan bukti-bulkti berupa surat-surat
den saksi-gsaksi 5

Behwa bukti surat terdidi dari :

1, Fotocopy Putusan Pengoadilan Negeri Jakarta Pusat No., -

404/Pdt.G/1997/PN, Tkt . P30, tanggel 1 Desember 1997 an-

fl—\;;”§inra LISA SETIA BUDI,SH, dengen AGUSTINUS TJAHYO MULYO,
»\ d?ngan tanda bulcti P-1 ( bukti asli belum ada ) ; \ -
t?,!lpiocopy Hutipan Akta Perceraisn Nomor 64/1998 bertnnp -
-~%?//gnl 9 April 1998 antara 1JOA, AGUS dan ILISA SbTIABUDI,
| dengan tanda bukti P-2 -

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelehirqn Nomor T749/JP/1991 ber-
tanggal 1 Juni 1991 atas nama SAMUEL YUDIANTO dengan-

tanda bukti p-3 ; ' . ‘

]

4+ Fotocopy Formulir Pendaftaran bertanggal 24 Desember‘-
1987 atas nama HANNA TJAHYO IULYQ, dengan tande bukti-
P-4 ; | |

5. Potocopy bukti pembayaren uang muka rumah dan tenah --
Lype 21/65 M2 bertonggal 24 Desember 1987 dari HANNA -

'TJAHYOMULYO, berjumlah Rp.100, OOO - ( seratus rlbu ru-
pish ), dengen tanda bukti Pp- 5 3

6. Fotocopy Surat Penegasan Persetujusn Penyediaen Kredit
(SP3K) dori Bank Tabungen Negara kepada HANNA TJAHYO--
MULYO, dengon tonda bulkti »-6 ;

- i Fofocop& ?erjanjian Pendahuluan antara PT, Panca Media
Rumah Utema dengan HANNA TJAHYOMULYO untux kredit pemi
likan rumah BTN,'Qengan tendo bukti p-7 ;

8. TFotocopy Surat Pefnyataan don kuasa dari HANNA TJAHYQm=
MULYO untuk memenuhi Syargt-synrat KPR yong ditentukan
oleh BTN, bahwa bulkti P-4, P-5, P~6, P-7 dan P-8 ada--
lah proses'sampai mendapatkaq fasilitas KPR-BTﬁ terse-'

; but L IR Y
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14,

15.

16a.

16b,

16c,

164,

“ dengan Desember 1990, dengan tanda bukti P-10

but son kemudion surat-surat tersebut diserahkan oleh-
HANNA TJAHYOMULYO kepeda Penggugnt, dengen tanda bulkti
P-8 ; '

Fotdcopy bukti setor cicilan rumah Desember 1988 sempai
dengen Desember 1989, dengan tanda bukti P-9 ;

Fotocopy bukti setor cicilan rumnh Januari 1990 sampai

y Fotocopy bukti setor cicilan rumch Januari 1991 sempai-

dengan Descmber 1991, dengan tanda bulti P-11 3
Totocopy bukti setor cicilen rumnh Jonuari 1592 snmpai—
dengan Desember 1992, dengan tanda bukti P-12 ;
Fotocopy bukti setor cicilan rumeh Jonuari ;993 sampai -
dengan Nopember 1993, dengen taonda bukti, P-13 ( bahwa-

semua cicilan rumah terscbut diboyer olch Pengpugat );

Fotocopy Surat Pémberitnhunn Pojok Terhutang Pajek Bumi .
dan Bangunen tahun 1993 atos namn AGUS TJAHYOMULYO, de-
ngah fsnda'bukti P-14 ;

Polocopy Surat Pemberitahuan Pajok Terutang Pajak Bumi

" dan Bangunan tohun 1997 atas nama AGUS TJANYOMULYO, de-

ngan tanda bukti P-15 ;

thécopy kivitensi pinjoman sebesar Rp. 5.000,000,- dari

NY, NAHDALLNA bertanggal 2 Juli 1995, dengan tande buk-

ti P-lé6a ;

Totocopy kwitansi pinjaman sebesar Rp. 3.000,000,- dari

WY . MAHDALLNA bertenggel Agustus 1998, dengan tanda buk-

ti P-16b |

Totocopy kwitansi pinjoman sebesar Rp. 2.500,000,- dari

NY.MAHDALZNA bertanggal 26 September 1995, dengan tanda
{

bukti P-léc ;

Fotocopy kwitansi pinjaman sebesar Rp. 1.500.900,- dari

NY., MNAHDALENA,.,..
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Y .MAGDALLNA beriunggnl 10 Hopember 1995, dengan to ‘N
da bukti P-164 ;
l6e, Fotocopy sztan51 Pinjaman sebesar Rp. 2.000,000,-da-
ri NY MAGDALBNA bertanggal 16 Pebruari 1996, dengen -
tanda buktl P-1l6e ;

Fotocopy kwitansi Pinjaman sebesap Rp. 1,000, 000, - da
ri VICTOR SETIA BUDI bertanggel 5 Oktober 1995, do—ww-

/ ngen tonda bukti P- -17a ;
-f17b Potocopy kwitansi sebesar Rp. 1,500,000, - dari CICIOR
SETIA BUDI bertanggal 26 Maret 1996, dengnn tanda buk
~ti P-17b
L8 Fotocopy kwitansi pembelian bata, semen, pasir, kaso 3
triplek dan material loin-lain untuk rumah di Blok ==
T/170 Harapan Jaya Bekesi, dari LISA SETIA BUDI,SH, -
bertanggal 20 Juli 1996 sejumlah Rp.16.500,000,- dg-—
ngen tanda bukti Pp-18 2
bahwa saks-zaksi yang diajukan Peng%ugat yeitu ;

1. SULASITO » diatas sumpah memberikan keterangan

sebagai berikut

- Salsi kenal Penggugat karena teman kuliah dan kenal
dengan Tergugat semasa mereka masih bertunangen /--
bacaran ;

- Saksi mengetahui perkawinan serta Peérceraiasn antara
Penggugat dan Tergugat ;

- Saksi mengetahui pekerjaan Penggugat sebagai Konsul—“
tan sedang Tergugat tidal mempunyaji pekerjean ;

- Saksi mengetahui, bahwa sewgktu Pengngaz dan Tergu
gat masih pacaran Penggugat sudah punye rumah den -

soaksi pernah kerumah tersebut, dimana rumah ity ter

letak di Harapan Jaya Blok V Nomor 170 Bekesi ;

~ Bahwa Siwly PR
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~ Bahwa semasa kuliah, Penggugot menceriterﬂknn kepada
seksi aken membayar cicilon rumah : '

- Bohwa setelah Penggugat don Tergugat menilkoh, mereka
ménemﬁa%i rumah tersebut ;

“::}}h_ Bahwa saksi mengetahui tohun, 1989 semasa mereka ma-

&-£\31h kulish dan belum menikah, Penggugat telah merg-

angsur secera kredit rumah tersebut -

?

jé TOR SETIA BUDI , diatas sumpah menérangkan sebagai
’ berikut :

- Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan mengatakan
bahwa sebelum menikah dengan Tergugat sudeh membeli
rumah kredit ;

- Saksi mengatakan rumah tersebut dimtaéﬂnaﬁeknn Cicik
nya Tergugat ;

- Saksi mengataken setelah kawin ditempati olceh Penggu
gat dan Tergugat , den dirchab oleh Ibu Penggugat ——-
yeng bieyanys juga pinjam ueng saksi ;

~ Soksi mengataken sebelum ditempati sudah dlrehab le-
bih dahulu karena keadaan masih berantakan ;

- Bahwa Penggugat membeli rumah di Harapan Jaya pada -
tahun 1989 ;

- Saksi belum pernsh dilibatkan delam urusan rumsh mi-
lik Penggugat ; _

- Saksi tidak tahu fentang perjanjian urusan rumah ;

- Saksi tahu .. Penggugat menikah kekeluarvaqn pada ta--
hun 1989 s

3. MAHDALINA , tidok disumpoh korena masih Ibu kondung

Penggugat dan menerangkon sebagei berikut :

~ Behwa benqr Penggugat dan Tergugat sudah kaw1n 2

L = Snk31 mengqtnkan bahwea Penggugat membeli rumah atas
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hasil menabung hesil kerja don ditambah dengen pinjam-
uang saksi untuk perseckot mengambil rumah ;

-~ Bahwa untuk merehab rumah, saksi memberi uang sebesar’

Rp. 3.,000,000,- ;
'/,»-<\“$\Sebelum ceral Penggugat kurang lebih 1(sa+u) tahun -
‘sudah tlnugal di Jakarta dekat dengan rumah saksi ;

bTergugnt bekerja sebagai antupr Jemput analk sekolnn :

‘:;i'///Saksl sering menginep dirumch Penggugat ;

il - Saksi tidolk mengetahui kolau rumeh diatas namakan -
Ciciknya Tergugat dun Pcnggugnt pernah bilang kata-
nya kelou belum kawin tidal boleh mengambil rumah ;'

= Yang membayar cicilon rumah setiap bdlpnnyn adalah -
Penggugat H

- Saksi pernah memberi ueng logi sejumlah Xp.15,000, 000, -
kurang lebih 4(empat) tohun seteloh kawin, untuk per=
baikan rumeh karena akan smbruk dan waktu itu Tergu--

gat yeng minta uang ;

4, MIRA SETIARUDT y diates sumpoh menerangkan sebagai beri-
| .kut.': \ !
- Salksi adalnh-kakak kandung Penggugat y
- Saksi tohu sebélgm Penggug;t kawin dengan Tergugat, - -
Penggugat sudah mempunyai rumoh di Horapan Joya Beka-
izl |
-~ Saksi tinggel di Kromat Jaya Baru sejak tohun 1978 :
- Penggugaf perneh mengatakan kepada saksi bahwa Penggu
got jedi mengambil rumah den engkat kredit tohup —-
1988 dan saksi juga ikut datang ;
- Saksi mengethhui seteloh angkat kredit ada surat Per-
Janjian kontrak tohun 1988 antera Lise ( Penggugat )-

dengan Bank Tabungan Negara, te%api daksi tidak tohu-

Devclopernya T AT
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Developernya dan rumah tfpe 21 3
- Penggugat dan Tergugat menilkeh pada tanggol 4 Juni-
1989 dan menempati rumah di Horapan Joya Bekasi ——-

tanggal 4 Juni 1989 ;

fﬁﬁﬁ\' Bohwa tahun 1995 akhir, awel tahu 1996 rumeh di He-

1y
kY

rapen Jaya Bekasi pernah direhab total, biaya dari -

Penggugat dan orang tus Penggugat Jugs kakal salksi ;

AHMAD JUNALDI,SH, diatas sumpah menerangkan sebagai --

"berikut

- Saksi kenal Penggugnt kurena feman kuliéh 3

- Saksi tahu bahwa sebelum kawin pernah memberikan -
brosur rumeh di Harapan Jaya Bekasi_;,

- Saksi tahu kalau Tergugat bertempat tinggal gi Kra- -
mat Jaya Baru don keduanya di Rumah Harapen Jaya Be
kasi ;

Menimbang, bahwa Tergugat den Turut Tergugat teleh -

mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dén Saksi-gak-

si

Bahwa bulcti surat-surat terdiri dari

1. Fotocopy kwitansi pembayaran ueng muka runah dan tenah

Type 21/65 1i2,Blok F Kavling XNo.170 Proygk Harapan Ja
ya II t@nggal 16 Juni 1988 scbesar Rp. 223,290,- de~—
ngan tanda bukti T7-1
Fotocopy Perjanjion Pemilikdn rumah antare Benk Tabu--
ngan Negara den Hanna Tjahyomulyo No.477/C/K.329/3%Km/~
1988 dengan No.6893/88 dihadepan Notapis NY.H.S.Kemari
eh Suparwo,SH, pada tonggal 24 Juni 1988. dengan tand

bukti TT-2 . ..

Fotocopy iAkta jual beli N0.2136/350/Bks/VI/1988 dari -

Notaris NY.H.S.Kamariah Suparwo,SH, di Bekasi. dengan-

tanda .........."
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tanda bukti TT7-3 ;
4. Totocopy Akta Pengakuan Hutong dengan kuasa untuk me- -
masang Hipotik den kuasa untuk menjual Wo.451 dari No
taris NY.H.S.Kamarian SuparWo;éH di Bekasi tanggal 24
Juni 1988, dengan tanda bukti T1-4 ;
Fotocopy Bukti Pelunasan Sisa Kredit sebesar ———————_.
Rp.1.902,730,- pada tunggal 25 Juli 1994, Berita ecara

tonda terima dokumen KPR-BIN dari PT.Bank Tabungan Ne-

gara (Persero) Kantor Cabang Bekasi tsnggal 26 Juli —-
1994, Sertifikat Asurensi Xebakeran dapi PT.Asuransi -
Bina Griya Upakare tangggl 4 Nopember 1994 sampai -~=—=
4 Nopember 2004, dengan tanda bukti TI-5 ;3
6. Fotocopy Salinan Akta Pengakuan Huteng Xuasa memasang-
Hipotik dan kuasa untuk menjuol_dari Ny.Hamma Tjehya -
Mulya kepada PT, Banlk Tabungan Negara dibuat oleh Nota
ris NY,H.Nazli Alida Lubis,SH, dengan nomor 296 tanggal
4 Nopember 1994, dengan tanda bukti TT-6 :
T. Fotocopy Bukti setor angsuran ke 2 bulan Desember Sam=-
: pal setoran ke 46 bulan Agustus 1998, dengan tanda buE'
ti TT-7 )
Ol. Bukti setor angsuran ke 2 bulan Desember 1994 ———-
- Rp. 278.150,- ; .
02. Bukti setor angsuran ke 3 bulan Januari 1995 <te-o
y Rp,é?é.lSOgu i
03. Bukti setor angsuran ke 4 bulan Pebruari 1995 -ee
Rp. 278,150,- ;
04, Bukti §etor angsuran ke 5 bulah Maret 1995 w—cecas
& Rp.278,150,- ;
05. Bukti setor.angsuran ke 6 bulan April 1995 —mee—__
Rp. 278.150,- ;

06, Bukti ......
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06,

<~ 15 -~

Bukti setor angsuran e 7 bulan Mei 1995 cmm e
Rp. 278,150, - '

Juli 1995 Rp. 591.880,- '

Bulcti setor éngsuran bulan Agustus, September dén
Oktober 1995 Rp. 1.000.000, - i

Bukti setor angsuran bulan flopember dan Desember-.
1995 Rp, 400.000, - ;

Bukti setopr angsuron ke 18 bulaq April 1996 —..__ -

] Rp. 295.940,"’ H

11,
12,

13,

Bukti setop fngsuran ke 19 dan EQ‘bulnn-Mei dsn -
Juni 1996 Rp, 591.880,~ ;

Bulcti setop angsuran ke 21 bylan Julinl996 ------
Rp. 295,940,- ;

Bukti setor éngsuran ke 22 den 23 bulan Agustus -

dan Septembep 1996 Rp, 591.880,- ;

14,

15.

Bukti setor angsuran ke 24 den 25 bulan Oktober -
dan Nopember 1996 Rp. 591.880,- ;

Bukti setor angsuran ke 26 bulan Desember 1996 -

_ Bp. 295,940, - |

16,
17.

Bukti setor fngsuran bulan Desember 1994 Rp. 77.000, -

Bukti getor angsuran ke 27 bulon Januari 2997

- Bp. 295.940,- :

18

19.

20,

21,

Bukti setor angsuran ke 28 bulan Pebruari 1997 —- .,
Rp. 295.940, - :

Bukti setor angsuran ke 29 bulan Maret 1997 ——e__
Rp. 295,940;- ; B

Bukti setor engsuran ke 30 buzan April 1997 —.._.
Rp. 295.940,- ;

Bukti setopr 8ngsuran ke 31 bulen Kej 1997 e

Rp $S e n et e
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Rp. 295.940,- ;
22. Bukti setor angsuran ke 32 b@lan Juni 1997 ae_____
Rp.295.940, - ; | ol
Bﬁkti setor angsuran ke 33 E;n 34 bulan Juli dan -
Agustus 1997 Rp. 591,e80, - ;
Bukti setor angsuran ke 35 bulan Sepfember 1997 -
Rp.295.940,- ;
Bukti setop angsuran ke 36 dan 37 bulan Oktobér -
den Nopember 1997 Rp. 291,880 :
26, Bukti setor angsurun e 38 dan 39 bulan Desember -
1997 dan Januari 199s Rp, 591,880, - :
27. Bukti setor angsuran ke 40 bulan Pebruari 1998 =
Rp. 295,940, - H

28..Bukfi setor angsuran ke 41 bulan HMaret 1998 —e____
Rp. 295.940, - ;

29+ Bukti setop ahgsurnn ke 42 bulan April 1998 e _
Rp, 295.940,- H

30. Bukti setor angsuran ke 43 bulan liei 1998 SSere Tl
Rp. 295,940, - ;

31+ Bukti setor angsuren ke 44 byien Juni 1998 —oo_ '

Rp. 311.670,- H
32. Bukti setor angsuran ke 45: bylan Juli 1998 meee___
Rp. 311.670,- ;
33. Bukti setor angsuran ke 46 bulan Agustus 1998 —-—.
Rp. 311.670,- ;
Fotocopy kwitansi Pembayafan biays kekurangan uang mu-
ka_kendarqan Toyota dan fotocopy kwitans; peﬁbayarnﬁ‘—
angsuren kendaraan Toyota, dengan tonda bukti mrg |
Fotoéopy Surat Keterangan dari PT,Bank Tﬁbungan Negara
Cabang Bekasi; dengan tanda bukti 17-9 ,

Menimbang, A
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Ménimbaﬁg, bahwa Tergugat don Turut Tergugot telah me-
ngajukan saksi yong memberikan keterangan diates sumpan —-.

L yaitu :

'“@TSQ, SUHARDT » menerangkan sebagai berikut

v —ﬂ*‘wsiﬁ Saksi kenal'pihnk-pihnk berperkara dan Turut Tergupgat -
— N :

~\fdalah majikennya dan bekerja sebsgpi Supir Turut Tergu

| // / oy

-

g4 Salsi mengetahui yang diperkaralkan oleh Penggugat dengan .

Rl
=

Tergugat, yoity tentang rumanh ai Harapan Jaya Bekasi

- Sepengetahuan saksi rumah tersebut milik Turut Tergugat
yung dibeli sebelunm Tergugat dan Penggugat kawin &

- Setelah Tergugat dan Penggugat kawin, mereka menempati -
rumah tersebut lebih kurang 5 tahuﬁ 2

- Saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah merehab rumah ter
sebut ;

- Saksi pernah mengantar Turut Tergugat untuk membayar ang
suran rumah ;

. Menimbang, bahwa scgala sesuatu yong tercantum dalam -
berits acara persidangan, merupalken bugion yang tidak tep-~
pisahidari putussn ini dan dianggap telah dimasukkanldan -
divertimbangkan seluruhnya dalam putusan ini &

Menimbang, bahwa bara pihak telah memohon putusan da--
lam perkara ini s

PERTTIHBANGAN HUX UM

Merimbang, bahwa wujud gugatan adalah sebageimana din-
raiken diatas ;

Tentang Lksepsi ;

a, Dasar gﬁéatah s

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan, dasar gugat-

fn adalah tentang harta bersams antara Penggugat dan Tergu-

80t Phtresv e,
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S

gat atas rumah dan tanah berdirinya rumeh tersebut dan di-
dasarkan sebagai harta yang dlperolch dalam perkawinan, ——-

tentang terbulcti tidaknya harta bersama tersebut bary dike

“;ﬁtahul setelah memerilan pokok/ materi perkara
: L\‘ Obyek Gupqtnn -

Menlmbnng, bahwa dnlam gugotan Penggugnt Jelas menye-
tkan obyeknya, letaknya dig scbutkan dengan Jelas, baik -
Jolan Blok Rt dan Rw nya, dan walaupun tidal disebut luas
dan batas-batasnya, tetapi obyek tersebut terletak-di pe-
rumahan, sudah pasti luas dan bntas«batnsnya Sesuai dengan
pembelian rumsh dan tonahnys tersebut 3

¢. Subyek Gugatan

Bahwa obyek sengketa ada kaitannya dengen Turut Tergu-
&at, karena 8pa yang digugot Peng ggugat tercatat etas n?ma.
Turut Tergugat, karcna itu merupakan kehnrussn,bahwn Turut
Tergugat diikut sertakan dalam perkora walaupun petitumnya
hanya sekedar mematuhi putpsan 8

Menlmbang, bahwa berdasarian pertimbangnn dlatns y€ksep
si Tergugat tldﬂk beralasan karena itu hqruq ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Pengougat menuntut -
pembogian dari harta yang diperoleh dalam perkawinan, kare
na pefkgwinmn'Penggugst dan Tergugat yang dulunys Sebagai-
Suami Isteri telah putus karena perceraian ( vide P-1 dan-
P-2 )

Menimbang, behwa harta perkawinan yang dituntut Peng-
gugat adalah rumah dan tonah berdirinya rumah torsebut --
Yang terletak Perumshan Harapan Jeya Blok v No.l70 Rt.17/-
03 Kelurahan Margamulya Beknsi Selatan s

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, ---
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sejauh mana harta tersebut dapat dltetapknn sebagai harta
Perkawinan antara Penggugat den Tergugqt quent Turut --
Tergugat menyateakan bohwa rumsh den twunah tersebut &daleh
miliknye dan buken harta Perkawinan Penggugat dengan Tep-
gugat, hal mana dibuktikan oleh Turut Tergugat dengan su- L

, ——wnst kcpemlllkan don kwitansi pembayaran cicilan s
"/'Ca \ o ’vé &, ::'\

Al enlmbnng, bahwe argumentasi Penggugat Yeng mendalil-

*1 b hwa rumah tersebut dioatas namekan atas nama Turut -
e )

/rg gat kerena pada walktuy pembelian pertams sangat sulit

ngfs nema Penggugat karena belum berumah tangga, sedang--
kan Turut Tergugat adalah kakak kandung Tergugat dimana -
Tergugat adalah calon Suemi Penggugat Yong tidak mempunyo
pekerjaan ; . .

Menimbang, bahwa sakei Penggugat SULASITO mendukung -
argumentasi Penggugat yeng menyatakan uewaktu Penggugat -
dan Tergugat masih pacaran, mereka sudah mempunyai rumsh-
yang menjadi perkara sekarang dan yeng membeli adalah —--
Penggugat yang pada waktu 1tu Penggugat telah bbkeraa se-
bagai Konsultan sedang Tergugat tidak bekerja 3

-Menimbang, bahwa demikian juga keterangan saksi Victdi
Setia Budi, Mira Setis Budi yang pada pokoknya menerangkan
rumeh tersebut adalah yang dibeli oleh Penggugat semasih -
berpacaran dengaﬁ Tergugat dan setelah perkawinan Pengpu--
gat daﬁ Tergugat, rumah lang»ung direhad oleh Pengguget ka
rena m351h berantakan dan Jjuga pernoh diperbaiki Tenggugat
rumah rusak den man rubuh ;

Menimbang, keterangan Ibu Pengguget bernama mﬂhdqllna
membenarkan bahwa porsemot oembelian rumah adalah hasil 1 =

tabungon Penggugat dan sekel ini pernah meminjamken uang -

kcpada Penggugat sehcsur Rp. 3.000,000,- don R. 15.000.000, -

antuk ceeteseaan,
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untuk merehab rumah :
Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatags terbuk
ti bahwa Penggugatlah yang membeli rumah tersebut s
' Menimbang, bahwa walaupun rumah tersebut atas napa Ty~
rut Tergugat, akan tetapi asli formulir Pendaftaran,asli -

Surat Penegasan Persetujuan Penyedinan Kredit, asii kwitan

pintma,
o e, —

g, :
25 N a3 5 . s . o
/fwg),imig§§§gang muka, asgli Perjanjian Pendahuluan dan kwitansi pem

D b.%£¥an ( P-4 sampai dengan P-13 ) berags ditengan Penggu~
"'al mana membuktikan Penggugatlan yang'sebenarnya ber-
étms rumah tersebut, hanya gaja ?injam nama Turut Tep-
gugat untuk mempermudah perolchan kredit Perumshan, kargnﬁ
pada awalnya Penggugat bolum berumah toangga ; .

Menimbang, bahwa karena ity dalil-dalil yang dikemuke-.
kan Penggugat cukup beralasan don dapat dikabulkean, karena
rumal sengketa merupakan harta yang dibawa kedalam perka--
winan Penggugat dengan Tergugat dan karena ity merupalkan-~
harts bersama mereka ;

Menimbang, bahwa kaerena pérkawinan Penggugat dan Tergu
gat telah putus karena perceraian, maka atas harta terse--
but dibagi antars }enggugat den Tergugat atas bagian yang-
sana atau mesing-masing mendapa% setengah behagian g

Menimbang, bahwa 8tas tanah den rumah sengketa telah -
diletaklcan Site Jaminan, karena dalil Pengpugat cukup bera
lasan dﬁn dapat dikabulkan s maka Site tersebut dinyatakan
syah dan_berh§rga 3 -

Menimbang, bahwa karena-gugatan dikabulken, maka onglkos
perkara dibebanken kepada Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat harus tunduk pada putus
an ini ;

Memperhatikon undong-undong dan ﬁturqn—aturan lain yeng

berkensen SN e v iels
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berkenaan dengan hal serupa itu ;

MENGADIILTI

Dalam Elsepsi

- Menolak Eksepsi Tergugot dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perlkara -

&8 Mengqbulkqn gugaton Penggugat "cluruhnyn 3

Q;‘Wenjatahan Site Jaminen atas tanoh dan rumqh Yyang berad

i Btasnya dlkenﬂl dengan Perumahén Harapan Joya Blok YV -

;/z Fb. 170 Rt,17/03 Kelurahan Kargamulya Kecamstan Bekasi -~

: Selntan Kodya Bekasi atag noma Hanna Tjehyo Iulye,yang -
dllotﬂkkan tonggal 28 Septoember 1998, ndaloh sah dan ber
harga ; |

~ Menyatakan tenoh dan rumsh tersebut adalah harta bersama
dari Penggugat den Tcrgugat yang belum pernah dibagi ;

- Menyataken menurut hukum, Pengguget dan Tergugat mempero
leh bagian yang sama atas harta tersebﬁt ;7

= Menghulcum Tergugat untulk menyerahkon setengah dari harta
tersebut dalam bentul uang menurut hﬂrgn yang berlsky —-
sast penyerahan kepada Penggugat etau setengsh dari hap-
ga nilei jualnys 3 -

- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan -
ini

= lenghukum Tergugat dan Turut Terguget untulk membayar bi-
aya perkara yang sempai ini hari berjumlah Pp 298,000, -~

( Dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah )

Demilkianlah diputuskan pada hari RABU, tonggal 3 Pebru’
ari 1999 dalam sidang permusyawaratan oleh kami T.SORMIN,SH,
sebagal Hakim Ketua Majelis, NY. SAUR D.L. TOBING,SH, dan -
JOHANNIS PANGGALO,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota -
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